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Abstrak

Sejak gerakan reformasi pada tahun 1998, hingga kini telah terjadi proses penataan penyelenggaraan dalam berbagai bidang pemerintahan. Salah satu bentuk perubahan kebijakan pemerintahan yang telah dilakukan adalah paradigma sentralisasi yang selama pemerintahan Orde Baru menjadi mainstream politik penguasa, berubah bentuk menjadi politik desentralisasi dan otonomi daerah yang memberi peluang secara luas bagi pemerintah daerah untuk melakukan kreatifitas dalam rangka pemberdayaan masyarakat di daerah.

Dalam undang-undang tentang desentralisasi, penyelenggaraan pendidikan menjadi urusan wajib bagi pemerintah kabupaten atau kota. Atas dasar itu, maka pemerintah kabupaten atau kota harus bertanggungjawab untuk melaksanakan pendidikan yang ada di daerahnya. Tanggungjawab tersebut menyangkut penyelenggaraan pendidikan, mulai dari penyediaan anggaran pendidikan untuk memenuhi fasilitas pendidikan dan penyediaan tenaga pendidik, hingga kewenangan mendesain kurikulum dan komponen pendidikan lainnya.
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I.  PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah memberi implikasi bagi penyelenggaraan pendidikan di daerah. Sebelum reformasi digulirkan, mainstream politik pendidikan yang berjalan adalah sentralisasi. Kebijakan sentralisasi pendidikan meskipun memiliki banyak keunggulan, tetapi telah terbukti membuat dunia pendidikan di Indonesia tidak demokratis dan kurang dapat memberdayakan masyarakat secara maksimal. Kebijakan yang top down, berdampak pada tidak teraktualisasinya potensi masyarakat di daerah yang hanya  menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Akibatnya masyarakat di daerah tidak kreatif, inovatif, dan dinamis dalam mengembangkan pendidikan di daerah. 

Adanya kebijakan otonomi daerah, membuka kran demokratisasi pendidikan. Kebijakan pendidikan tidak lagi top down yang semuanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Kebijakan pendidikan telah bergeser menjadi button up, dalam artian bahwa meskipun pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam penanganan penyelenggaraan pendidikan, tetapi kewenangannya hanya dalam skala makro. Pemerintah daerah diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya menentukan dan merumuskan kebijakan teknis pendidikan di daerah. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan sepenuhnya untuk memberdayakan dan memajukan pendidikan di daerah melalui terobosan-terobosan baru. Dengan demikian, kreatifitas dengan sendirinya muncul seiring desentralisasi pendidikan yang memberi kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah  

II. PERMASALAHAN 

Penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan tuntutan dan tantangan tercapainya kualitas pendidikan yang lebih baik, namun kebijakan standar mutu pendidikan dan pencapaiannya masih menjadi di dominasi oleh Pemerintah Pusat. Disisi lain, kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki kesipaan yang sama. Bagaimana penmerintah daerah mewujudkan pencapaian kualitas pendidikan sesuai standar mutu nasional.  
III. PEMBAHASAN

A. Konsep Umum Desentralisasi dan Daerah Otonom

Pada akhir tahun 1970-an, pemerintahan yang sentralis mendapatkan tanggapan, terbentuknya infrastruktur nasional dikelilingi keluhan-keluhan dari lokalitas. Pemecahan yang direkomendasikan adalah mendesentralisasikan banyak tanggung jawab kepada pemerintah lokal dalam infrastruktur lokal dan manajemen pembangunan perkotaan. Pengurusan oleh pemerintah lokal dipandang lebih baik dan lebih menguntungkan untuk menginformasikan kebutuhan akan daerah tersebut, mengenai investasi daerah dan mobilisasi sumber daya.

Dillinger (1994:84) menjelaskan lebih dari 75 negara berkembang dan negara transisi, mengklaim bahwa pengalihan kekuatan politik berada pada unit pemerintah lokal. Di beberapa negara mendukung adanya devolusi (desentralisasi), yang motivasinya adalah bahwa tidak ada kerancuan prinsip dan tendensi politik. Di negara-negara lain para pemimpin nasional tetap mempertahankan prinsip sentralis tetapi perluasan pertumbuhan pemilihan mayoritas tetap berlaku. 

Secara filosofis-ideologis, desentralisasi (otonomi daerah) dapat dipandang sebagai suatu asas atau cara pemberian kesempatan yang relatif luas bagi tumbunya partisipasi masyarakat, serta mendorong daerah untuk dapat membuat keputusan secara mandiri tanpa harus bergantung kepada pusat.

Menurut Rondinelli (1981:34) desentralisasi adalah The transfer or delegation of legal and political authority to plan, make decision and manage public fuctions from the control governmented, its agencies to field organization of those agencies, sub ordinate unit’s of government, semi autonoms public corporations, area wide or region development authorities; fuction authorities; autonom local governments or non governmental organizations (desentralisasi adalah pemberian, penyerahan atau pendelegasian yang resmi berdasarkan ketentuan yang berlaku dari kekuasaan politik meliputi lembaga, hubungan antar lembaga, pemberian atau penyerahan kekuasaan/kewenangan untuk merencanakan, membuat dan memanage fungsi umum pemerintahan (pemerintah pusat) dan unit-unit organisasi yang ada dilapangan dari beberapa bagian yang merupakan sub ordinat pemerintah pusat, sebagaian/setengah berdiri sendiri dari kelompok pemerintah dalam wilayah yang luas atau kewenangan pembangunan wilayah (regional), fungsi kewenangan, kewenangan pemerintahan wilayah atau daerah atau organisasi-organisasi non pemerintah).

Mawhood (1983:109) mendefinisikan desentralisasi adalah : A word that hal been used by different people to mean a good many different things, most of us and most of government like the idea of decentralization. It suggest the hope of craking open the blockage of an inivit central bureaneracy, curing managerial constipation, giving more direct acces for the people, simulating the whole nation to participate in national developments plants.

Jadi desentralisasi adalah suatu istilah yang digunakan oleh orang-orang yang beraneka ragam pola pikirnya untuk memahami tentang sesuatu hal yang bermanfaat dan penafsirannya pun berbeda-beda pula. Sebagian kecil para pemikir dan sebagian besar dari pemerintah, karena mempunyai suatu harapan pemilahan yang dapat membuka blokade pemerintah pusat serta memberikan langsung akses dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat secara keseluruhan dalam merangsang partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada hakekatnya desentralisasi yang mengarah ke political desentralization memiliki tiga aspek yaitu :

a. Otonomi Lokal; 1) Pemerintah pusat masih memiliki manuver politik dan memiliki pengaruh terhadap penguasa lokal atau daerah; 2) Pemerintah pusat masih mempunyai kewenangan untuk “standarisasi”, sehingga kewenangan pengawasan masih ada; 3) Pemerintah pusat tidak ikut bersusah payah, tetapi dapat menikmati hasilnya;

b. Demokrasi dalam arti partisipasi lokal; 1) Freedom of something tetapi freedom to do something, kebebasan terhadap sesuatu hal masih tergantung pada pemerintah pusat; 2) Local Leadership, yang berakar dari daerah bisa tumbuh pesat, namun hal ini tidak disenangi oleh pemerintah pusat; 3) Tidak mungkin ad “local shelf government”
c. Efisiensi; 1) Membangun sesuatu, dominasi pemerintah pusat menonjol, sehingga tidak efisien karena tidak ada “policy local”; 2) Jangan sampai terjadi “spending blindy” dalam arti pada saat akhir anggaran (tahun anggaran), repot membelanjakan/menghabiskan anggaran;

Pada tingkat yang lebih pragmatis, desentralisasi merupakan salah satu strategi dalam suatu proses pembangunan guna mangatasi berbagai hambatan institusional fisik maupun hambatan-hambatan administrasi. Dengan demikian desentralisasi merupakan strategi untuk mendemokratisasikan sistem politik. Sejalan dengan pandangan ini, otonomi dapat dipandang sebagai kebebasan bagi masyarakat setempat untuk mengatasi masalahanya sendiri yang bersifat lokalitas. Meskipun harus dipahami bahwa desentralisasi, bukan merupakan penyerahan kemerdekaan sepenuhnya, melainkan kebebasan dalam ikatan kesatuan yang lebih besar, sehingga otonomi hanyalah merupakan subsistem dari sistem kesatuan yang lebih besar.

Rondinelli (1981:42-46) mengemukakan bahwa ada sembilan manfaat desentralisasi yaitu :

a. Desentralisasi adalah saran untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang diakibatkan oleh perencanaan nasional yang tersentral;

b. Desentralisasi adalah sarana untuk memangkas sejumlah besar red tabe dan prosedur yang terlalu kaku.

c. Dengan mendesentralisasikan fungsi-fungsi dan menugaskan pejabat-pejabat pemerintah pusat ke daerah, maka pengetahuan dan kepekaan mereka terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan daerah akan meningkat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan perencanaan bagi proyek dan program yang lebih realistis;

d. Desentralisasi akan memungkinkan penetrasi politik dan administrasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah nasional/pusat sehingga masuk ke daerah-daerah pelosok/terpencil, dimana rencana-rencana pemerintah pusat sering tidak diketahui atau diabaikan oleh orang-orang desa atau direbut (digerogoti) oleh elit-elit setempat dan dimana dukungan terhadap rencana pembangunan nasional sering amat lemah;

e. Desentralisasi memungkinkan terwujudnya berbagai kelompok politik, keagamaan, kesukuan/etnis dalam proses pembuatan keputusan pembangunan sehingga memberi peluang terciptanya keadilan dalam alokasi sumber-sumber dan inventasi pemerintah;

f. Desentralisasi akan memberikan peluang yang kian besar bagi berkembangnya kemajuan administratif di kalangan pejabat pemerintah daerah dan lembaga-lembaga swasta diseluruh wilayah dan propinsi, sehingga dengan demikian memperluas jangkauan kemampuan mereka untuk mengambil alih fungsi-fungsi tertentu yang biasanya tidak begitu baik jika dilaksanakan departermen-departemen pusat, misalnya pemeliharaan jalan, inventasi infrastruktur di daerah-daerah pelosok. Hal ini juga memberi peluang bagi pejabat-pejabat daerah untuk mengembangkan kemampuan manajerial dan teknisnya;

g. Efisiensi pemerintah pusat dapat ditingkatkan melalui desentralisasi dengan cara membebaskan pejabat-pejabat manajemen puncak dari tugas-tugas rutin yang sebenarnya akan lebih efektif jika dilaksanakan oleh staf lapangan atau pejabat-pejabat daerah setempat. Terbebasnya dari tugas-tugas rutin itu akan memberikan waktu yang lebih banyak bagi pimpinan-pimpinan politik dan administrasi untuk memikirkan penyusunan rencana secara lebih matang dan mengawasi implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan secara lebih baik;

h. Desentralisasi dapat pula berperan menyediakan sebuah struktur melalui aktivitas-aktivitas dari departemen dan badan-badan pemerintah yang terlibat dalam pembangunan dikoordinasi secara lebih efektif. Demikian aktivitas-aktivitas dari tokoh-tokoh/elit lokal dan organisasi politik dari berbagai daerah di wilayah yang sama;

i. Untuk melembagakan partisipasi rakyat dalam perencanaan dan manajemen pembangunan, struktur pemerintah perlu didesentralisasi.

Arti pentingnya desentralisasi ini juga dikemukakan Kenichi Ohmae (1995:103). Menurutnya, ada 4 (empat) faktor yang dapat menembus batas-batas negara bangsa tanpa rintangan, yaitu : investment, individual consumers, industry dan information. Selanjutnya Kaho (1982:14) mengemukakan bahwa mula-mula otonomi atau berotonomi berarti mempunyai peraturan sendiri atau mempunyai hak/ kekuasaan/ wewenang pengaturan atau legislatif sendiri. Pemerintahan itu sendiri meliputi pengaturan atau perudang-undangan sendiri, pelaksanaan dan kepolisain sendiri. Jadi daerah otonom adalah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah atau isi otonomi daerah.
B. Kewajiban Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan 

Kewenangan pemerintah daerah yang memiliki hak otonom dalam penyelenggaraan pendidikan, tersirat dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Kewenangan tersebut diantaranya adalah ; (Anwar Arifin, 2003)
1. Mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

3. Menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warganegara

4. Menfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu

5. Menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

6. Kewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan

7. Kewajiban membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

8. Mengalokasikan dana minimal 20 % dar APBD 

9. Kewajiban mengelola satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

C. Kriteria dan Upaya Pengembangan Pendidikan  Bermutu

Pendidikan bermutu mempunyai standar tertentu. Menurut Sallis (Sudarwan, 2003), mutu dapat diartikan sebagai derajat kepuasan luar biasa yang diterima oleh kostumer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Sedangkan mutu pendidikan di sekolah menurut Achmad (Sudarwan, 2003) adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efesien terhadap komponen- komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. 

Klarifikasi mengenai standar mutu lulusan lembaga pendidikan antara lain dapat dilakukan dengan jalan menjabarkan konsep link and match dimana output pendidikan dari jenjang pendidikan tertentu harus link dan match dengan dunia kerja atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ukuran mutu pendidikan juga dapat diakses dari tercapai tidaknya tujuan institusional lembaga itu, yaitu atas dasar persentase lulusan yang dapat diterima pada jenjang pendidikan diatasnya.

Sedangkan Engkoswara (Sudarwan, 2003) melihat mutu atau keberhasilan pendidikan dari tiga sisi yaitu prestasi suasana dan ekonomi. Sallis mengemukakan bahwa ada dua standar utama untuk mengukur mutu, yaitu standar hasil dan pelayanan serta standar kostumer. Lebih lanjut dijelaskan bahwa indikator yang termasuk ke dalam standar hasil dan pelayanan adalah spesifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperoleh oleh anak didik, hasil pendidikan itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau dunia kerja, tingkat kesalahan kecil, bekerja benar dari awal dan benar untuk pekerjaan berikutnya. Sedangkan standar kostumer mencakup mencakup terpenuhinya kepuasan, harapan, dan pencerahan hidup bagi kostumer tersebut.   

Untuk mewujudkan pendidikan bermutu, Mastuhu memberikan gagasan pemikirannya dalam hal paradigma akademik, tata among, demokrasi pendidikan, otonom, akuntabilitas, evaluasi diri, akreditasi, kompetensi, kecerdasan, kurikulum, metodologi pembelajaran, sumber daya manusia, dana, perpustakaan dan laboratorium serta alat pembelajaran, lingkungan akademik serta kerja jaringan. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa paradigma akademik harus jelas mengenai visi, misi, orientasi, sasaran, tujuan serta strategi. Sedangkan Tata pamong meliputi susunan dan struktur organisasi, lengkap dengan unit-unit kerja, posisi, peran dan otoritas kewenangan masing-masing serta mekanisme kerjanya. Kerja tata pamong menjangkau kepemimpinan, perencanaan, implementasi program, pengawasan, evaluasi networking dengan berbagai pihak dan interaksi akademik. Intinya adalah manajemen. Sebuah lembaga pendidikan akan efektif di dalam mencapai tujuan institusionalnya, jika seluruh komponen secara terpadu melaksanakan tugasnya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab dibawah kendali seorang pimpinan yang punya potensi manajerial yang baik. 

Syarat demokrasi pendidikan sangat membantu mewujudkan pendidikan yang bermutu, karena tanpa demokrasi maka otonomi pendidikan sebagai salah satu paradigma baru penyelenggaraan pendidikan, sangat sulit untuk diwujudkan. Dengan demokrasi dan otonomi pendidikan, maka penyelenggara pendidikan dapat mengelola komponen pendidikan secara maksimal secara bertanggungjawab kepada masyarakat. Penyelenggara pendidikan dapat melaksanakan pendidikan secara terbuka dan bertanggungjawab akan mutunya kepada siswa, orangtua, pemerintah maupun masyarakat pengguna jasa.

Dalam melaksanakan pendidikan, diperlukan juga evaluasi diri lembaga pendidikan untuk melihat kinerja dan penampilan kerja secara komprehensif. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan perencanaan perbaikan dan pengembangan lembaga sebagai persiapan penilaian oleh pihak luar atau pengguna jasa pendidikan.

Kurikulum juga merupakan bagian dari syarat pendidikan bermutu. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami perubahan, akan sangat bermakna ketika disajikan kepada peserta didik sebagai bekal untuk melanjutkan studi pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, atau ketika memasuki dunia kerja. Kurikulum pendidikan mesti diberikan dengan metodologi pembelajaran yang mapan. Dengan metodologi yang baik, maka peserta didik akan kreatif, inovatif dan mandiri yang mampu mengembangkan materi pelajaran tanpa menggantungkan diri pada orang lain.

Sumber daya pendidikan berupa guru, pimpinan dan seluruh tenaga kependidikan merupakan faktor determinan bagi peningkatan pendidikan yang bermutu. Karena itu, guru dan tenaga kependidikan harus profesional. Demikian pula  pimpinan harus mempunyai kemampuan manajerial yang baik. Karena kemampuan dan profesionalisme pendidikan, akan sangat menentukan bagi terwujudnya pendidikan yang bermutu.

Persoalan dana juga penentu kualitas pendidikan. Anggaran pendidikan yang besar akan sangat menentukan optimalisasi pelaksanaan pendidikan. Dengan adanya dana yang memadai, maka seluruh kebutuhan-kebutuhan komponen pendidikan dapat disediakan guna menunjang kegiatan pembelajaran. Untuk masalah dana ini, di dalam Undang-undang Sisdiknas no. 20 tahun 2003 telah ditetapkan bahwa anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Jika pemerintah komitmen dengan ketentuan itu, maka prospek pendidikan akan lebih baik dan  bermutu.       

Lingkungan pendidikan juga sangat mendukung bagi terwujudnya pendidikan yang bermutu. Sarana dan prasarana baik gedung sekolah maupun perangkat-perangkatnya infrastruktur lainnya seperti perpustakaan, akan berperan secara maksimal bagi proses pendidikan jika keberadaannya dapat dimanfaatkan secara efektif dan nyaman dalam mendukung tugas guru dan peserta didik.   

IV. PENUTUP

Kebijakan Otonomi Daerah tentang pendidikan bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi urusan wajib bagi pemerintah kabupaten atau kota. Kewenangan tersebut diantaranya. Mengatur dan mengawasi, kewajiban memberikan layanan dan kemudahan tanpa diskriminasi, Menjamin tersedianya dana, menfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan, menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, Kewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan, Kewajiban membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, Mengalokasikan dana minimal 20 % dar APBD dan Kewajiban mengelola satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
Untuk mewujudkan pendidikan bermutu, hal yang perlu diperhatikan adalah paradigma akademik, tata among, demokrasi pendidikan, otonom, akuntabilitas, evaluasi diri, akreditasi, kompetensi, kecerdasan, kurikulum, metodologi pembelajaran, sumber daya manusia, dana, perpustakaan dan laboratorium serta alat pembelajaran, lingkungan akademik serta kerja jaringan
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OPTIMALISASI PELAKSANAAN FUNGSI DPD  DAN DPRD

MELALUI DUKUNGAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jauchar B., S.IP., M.Si

Abstrak

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan yang diharapakan mampu mewakili daerah di lembaga legislasi pusat. Dalam tataran praktis, pelaksanaan tugas dan fungsi DPD ternyata belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Keterbatasan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga perwakilan tersebut merupakan akar dari berbagai persoalan yang dihadapi. Dukungan peraturan perundang-undangan ternyata belum mampu menempatkan posisi DPD dalam suatu sistem lembaga legislasi yang lebih mapan dan mandiri. Perubahan paradigma dalam memandang dan memposisikan DPD guna mewujudkan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan perlu untuk diwujudkan. Posisi DPD yang selama ini menjadi sub ordinat dari DPR dalam pelaksanaan fungsi legislasi nasional sudah seyogyanya dihilangkan. Penataan kembali posisi, tugas dan fungsi, mekanisme hubungan koordinasi antara level lembaga legislatif perlu untuk dikembangkan dalam rangka mewujudkan lembaga legislasi yang kuat.

Keywords : DPD, Fungsi Legislasi 
I. PENDAHULUAN
Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai bagian dari parlemen yang merupakan manifestasi keterwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan  kita pada awalnya memunculkan berbagai harapan baru dalam ranah Proses Legislasi Nasional (Prolegnas). Proses terbentuknya DPD sendiri yang melalui amandemen UUD 1945 dengan berbagai pemikiran dari unsur-unsur yang ada dalam MPR akan adanya keterwakilan daerah diparlemen setidaknya perlu mendapatkan apresiasi dari semua elemen masyarakat. Upaya perimbangan kekuatan dilembaga legislatif dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia menjadi fokus yang pelu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat. 

Proses rekruitmen anggota DPD yang jauh berbeda dengan proses rekruitmen anggota DPR setidaknya menjadi dorongan bagi para legislator dalam memperjuangkan kepentingan konstituennya. Meskipun keberadaan keanggotaan DPR yang dalam proses rekruitmennya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (pemilu), akan tetapi dengan latar belakang keanggotaan dari Partai Politik pada akhirnya menempatkan anggota DPR dalam memberikan aspirasinya akan menjadi wakil partai. Posisi anggota DPR yang tidak sepenuhnya  menjadi wakil rakyat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya jelas menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh rakyat agar keterwakilan mereka di lembaga legislatif dapat terwujud.

Dalam satu priode pertama (2004-2009) akan keberadaaan lembaga DPD dalam lingkup parlemen Indonesia, belum banyak hasil yang secara nyata dapat diberikan. Keterbatasan tugas, fungsi dan wewenang  lembaga DPD dalam proses legislasi nasional menjadi alasan utama ketidakberdayaan lembaga tersebut. Upaya untuk membonsai lembaga DPD sebagai lembaga perwkilan yang tidak mampu berbuat apa-apa terlihat dari payung hukum yang menaungi lembaga perwakilan tersebut. Ketidakjelasan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh DPD dalam pelaksanaan kesehariaanya berdampak pada perjuangan DPD untuk memperjelas posisinya dengan perangkat perundang-udangan.

Dukungan Perangkat Perundang-undangan (UU No. 22/2003 Tentang Susduk) yang diharapkan menjadi pijakan ternyata belum mampu memberikan ruang yang lebih besar pada DPD dalam upaya pelibatannya dalam proses perumusan, pembahasan sampai pada penetapan sebuah produk perundang-undangan. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPD dalam UU No 22/2003 jelas menunjukkan ketidakberdayaan lembaga ini dalam ranah legislatif.  Kondisi ini memunculkan stigma DPD sebagai “sub ordinasi” dari DPR. Berbagai saran dan masukan yang diberikan oleh anggota DPD pada akhirnya akan mentah di DPR. Harapan untuk mendapatkan sebuah lembaga perwakilan yang mampu mengapresiasikan dan mengakomodir berbagai kebutuhan daerah diparleman dalam UU No. 22/2003 masih sangat jauh untuk diwujudkan.

Upaya memberikan perubahan peran dan fungsi lembaga DPD agar dapat lebih menunjukkan posisinya dalam tatanan legislasi nasional dimanifestasikan dengan adanya revisi undang-undang tentang susduk dengan undang-undang tentang susunan MPR, DPR, DPD dan DPRD.  Perubahan UU No 22/2003  menjadi UU No 27/2009 yang tidak lagi sekedar mengatur tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD menjadi harapan baru dalam dunia parlemen Indonesia. Kejelasan fungsi dari masing-masing lembaga perwakilan dengan memperhatikan posisi dan hierarkinya jelas menjadi harapan baru bagi DPD dalam upaya meningkatkan kinerjanya dilembaga perwakilan rakyat.

Keberadaan UU No 27/2009 ternyata tidak serta merta mampu memberikan solusi yang paling ideal sesuai dengan kebutuhan pelembagaan DPD  dalam prolegnas. Pencantuman hak dan kewajiban dari lembaga tersebut dengan berbagai keterbatasnnya ternyata belum mampu mewujudkan sebuah harapan pada munculnya sistem bicameral sebagaimana yang diimplementasikan di negara-negara dengan sistem ketatanegaraan yang maju dan stabil. Upaya mewujudkan sistem strong bicameral dengan perimbangan kekuataan pada berbagai lembaga negara khususnya yang ada pada DPR dan DPD ternyata masih jauh untuk dapat mewujudkan mekanisme checks and  balances dalam mekanisme prolegnas. Harapan daerah melalui lembaga DPD ternyata masih sangat sulit untuk diakomodir, apalagi dengan semakin dipersempitnya ruang dari UU No 27/2009 dengan tata tertib DPR dalam berbagai aktifitas prolegnas.

Keterkaitan antara lembaga perwakilan rakyat dari pusat sampai ke daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 27/2009 menunjukkan perlunya hubungan sinergis antara lembaga tersebut. Posisi tawar antara lembaga perwakilan rakyat yang ada di pusat dan di daerah dengan berbagai karakteristik yang khas mendorong pemahaman yang jelas akan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga perwakilan tersebut. Kejelasan mekanisme koordinasi sampai pada penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut perlu untuk diperjelas sehingga keberadaan DPD sebagai wakil daerah tidak akan tumpang tindih dengan DPRD yang juga merupakan representasi daerah. Meskipun dalam tataran level pemerintahan DPD dan DPRD jelas berada posisi yang berbeda, akan tetapi dalam menyuarakan aspirasi daerah di pusat perlu untuk mendapatkan porsi yang jelas melalui perangkat hukum yang jelas. 

Lahirnya UU No 27/2009 ternyata tidak hanya memberikan pengaruh pada keberadaan dan pelaksanaan tugas dari DPD. Posisi DPRD Provinsi/Kota dalam Undang-Undang tersebut ternyata juga tidak luput dari pembahasan. Posisi DPRD Provinsi/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam pasal 1 poin 4  Undang-Undang No 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah kemudian menempatkan lembaga ini pada posisi yang bias. Kemadirian lembaga legislatif sebagai elemen/ unsur masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan kepada pemerintah daerah pada akhirnya akan terbebani dengan posisinya sebagai bagian pemerintah daerah. Aturan dalam Bab V mengenai DPRD Provinsi yang meilputi ; susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, serta alat kelengkapan DPRD Provinsi pada akhirnya menempatkan posisi DPRD Provinsi sebagai bagian lembaga negara dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan yang sasarannya adalah eksekutif. Begitupun halnya dengan DPRD Kabupaten/ Kota dengan berbagai aturan main yang ditetapkan dalam UU No 27/2009 ternyata belum mampu menempatkan posisi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota pada suatu tatanan pelembagaan legislasi yang lebih mapan dan mandiri.
II. PERMASALAHAN

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan yang diharapakan mampu mewakili daerah di lembaga legislasi pusat. Dalam tataran praktis, pelaksanaan tugas dan fungsi DPD ternyata belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

III. PEMBAHASAN 

A. Sinergitas DPD & DPRD Dalam Sistem Legislasi Negara

Keberadaan DPD sebagai lembaga negara yang didesain untuk melengkapi lembaga perwakilan melalui keterwakilan daerah dengan menempatakan proporsi yang seimbang menjadi langkah awal untuk membangun lembaga perwakilan yang kuat. Peran DPD dalam lembaga perwakilan yang diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam lingkup lembaga perwakilan ternyata masih diwarnai dengan berbagai keterbatasan. Domisili Anggota DPD yang dalam UU No 22/2003 tentang susduk yang berada di ibukota negara dan diganti dengan domisili di Ibukota Provinsi sebagaimana diatur dalam UU No 27/2009 ternyata masih perlu untuk dikaji secara mendalam.

Keberadaan domisili anggota DPD sebagaimana diatur dalam UU No 27/2009 yang mensyaratkan harus di ibukota provinsi menimbulkan berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas. Keberadaan kantor DPD yang berada di Jakarta dan mekanisme pengajuaan usul dan pelaksanaan fungsi legislasi ternyata tidak searah dengan posisi domisili anggota DPD tersebut. Perdebatan mengenai posisi domisili anggota DPD dengan posisi anggota DPD yang harus menunjukkan posisi mereka sebagai wakil daerah ternyata belum dapat dikatakan efektif. Kondisi geografis Negara Republik Indonesia  yang begitu luas dengan berbagai cirinya yang khas membuat hal tersebut kembali perlu untuk disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari anggota DPD. Domisili anggota DPD di ibu kota provinsi yang diwakilinya setidaknya perlu mempertimbangkan dua hal utama. Kedua hal tersebut adalah ; pertama, mobilitas anggota DPD untuk ke pusat tentunya memerlukan berbagai prasarana pendukung yang lebih baik sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Kedua, aksessibilitas dari anggota DPD terhadap berbagai kepentingan daerah yang ada di pusat. Kondisi NKRI dengan karajteristik yang khas jelas memerlukan berbagai pengecualian maupun perlakuan yang khas bagi anggota DPD dalam upaya mensinergikan kepentingan daerah dengan berbagai program pembagunan nasional.

Tugas anggota DPD yang diharapkan mampu menjadi jembatan antara kebutuhan/tuntutan daerah dengan pembahasan maupun penetapan berbagai kebijakan yang terkait dengan proses legislasi perlu untuk dicermati lebih jauh. Peran DPD dalam memperjuangkan isu-isu sentral yang berkembang dan menjadi kebutuhan masyarakat di daerah perlu untuk diaspirasikan dengan berbagai dukungan perangkat perundang-undangan. Empat fungsi DPD sebagaimana diatur dalam pasal 223 ayat (1) yang dirinci sebagai berikut ;

a. Pengajuan usul Kepada DPR mengenai rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

b. Ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;

c. Pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; dan

d. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.

Pelaksanaan fungsi DPD khususnya dalam fungsi kekhususan yang terkait dengan daerah mesti mendapatkan dukungan dari elemen yang ada di daerah. Koordinasi dan kerjasama yang harmonis antara DPD dan DPRD kemudian menjadi kunci keberhasilan DPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lembaga perwakilan. Dukungan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota terhadap kinerja DPD pada akhirnya akan melahirkan suatu sinergitas antara lembaga legislasi  dalam prolegnas. Kekuatan dan daya dukung DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang dianggap mengetahui kondisi riil masyarakat di daerah diharapkan mampu mencerminkan kekuatan politik daerah yang sesungguhnya dan akan dimanifestasikan oleh DPD dalam tataran parlemen nasional.

Hubungan sinergis antara lembaga DPD dan DPRD yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas mengatur hubungan kedua lembaga ini perlu dikembangkan. Modal yang dimiliki oleh DPRD berupa pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalaman tentang kebutuhan daerah setidaknya akan menjadi modal utama bagi DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah dipusat. Keterbukaan  dan kerjasama antara lembaga yang dikembangkan oleh DPRD dan DPD dengan dukungan parangkat perundang-undangan yang jelas akan membawa pada pemahaman kondisi daerah yang realistis untuk diaspirasikan. Kebutuhan dan kondisi daerah yang berbeda-beda jelas akan menjadi kendala bagi anggota DPD dalam memperjuangkan daerah di pusat. Keterbatasan waktu dari anggota DPD dalam menggali dan menerima berbagai persoalan di daerah yang diwakilinya akan terjawab melalui koordinasi dan kerjasama dengan DPRD (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Pengaturan mengenai waktu, mekanisme dan tatacara koordinasi, rapat maupun peran dari masing-masing lembaga perwakilan tersebut sebagaimana tertuang dalam UU No 27 Tahun 2009 perlu untuk lebih diperjelas dan dirinci sedemikian rupa, sehingga peran Peraturan Pemerintah yang nota bene merupakan cerminan kepentingan eksekutif dalam ranah legislasi dapat diminimalisir. Kekuatan dan saling dukung dari dua lembaga perwakilan ini akan membuat tatanan pemerintahan khususnya lembaga legislasi yang  kuat dan mandiri. Penciptaan hubungan yang harmonis antara DPRD dan DPD dalam memperjuangkan aspirasi daerah atau yang selama ini kita kenal dengan bidang kekhususan dapat diwujudkan. Posisi domisili anggota DPD sebagaimana diatur dalam UU No 27/2009 tentang Rumah Aspirasi pada akhirnya akan memperlihatkan suatu peran yang lebih baik. 

Kecenderungan warga masyarakat di daerah untuk melaksanakan by pass dalam mengaspirasikan tuntutan dan kebutuhan mereka secara langsung ke DPR pada akhirnya akan mampu ditekan melalui penguatan kelembagaan DPD dengan dukungan DPRD. Pengaturan yang jelas mengenai item-item tersebut (pola koordinasi, mekanisme kerjasama, kunjungan, rapat maupun tatacara penjaringan aspirasi perlu untuk mendapatkan perhatian dalam penetapan undang-undang tentang susunan dan kedudukan lembaga perwakilan, baik dalam skala nasional maupun di daerah atau lokal.
B. Rekonstruksi Posisi DPD & DPRD Dalam Fungsi Legislasi Negara

Posisi Strategis DPD dalam tatanan kelembagaan perwakilan di tingkat nasional perlu untuk mendapatkan perhatian yang serius. Hal tersebut terkait dengan upaya penguataan kelembagaan DPD melalui suatu perangkat perundang-undangan yang secara tegas memberikan peluang kepada DPD untuk terlibat secara aktif dalam perumusan, pembahasan sampai pada proses penetapan perundang-undangan yang terakit dengan kekhususan DPD. Pemberian fungsi, tugas dan wewenang  yang jelas dan tegas pada DPD dalam sistem dan mekanisme prolegnas akan mengarahkan pada terciptanya lembaga perwakilan yang mandiri dan mampu menjadi manifestasi keberadaan daerah di parlemen.

Posisi DPD yang selama ini di jadikan ‘sub-ordinat’ dari DPR dalam sistem legislasi nasional secara perlahan akan terkikis seiring dengan semakin jelas, dan kuatnya peran DPD dalam kegiatan Polegnas samapi pada pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPD.  Perubahan UU No 27/2009 tentunya tidak lagi hanya sekedar pada lipstik politik belaka, akan tetapi jauh dari itu upaya menghindarkan diri dari aturan yang menimbulkan bias dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan. Kejelasan peran, fungsi, tugas dan wewenang DPD sebagai wakil daerah dalam ranah parlemen dengan dukungan DPRD pada tataran masyarakat dapat diwujudkan.

Upaya penguatan kelembagaan DPD perlu untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua satakeholders yang ada. Persoalan payung hukum yang selama ini menjadi hal utama yang dijadikan pondasi bertindak dan melangkah dari DPD perlu secara tegas menunjukkan posisi DPD dalam rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berbagai keterbatasan yang selama ini menjadi ciri dari DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi perlu mendapatkan p[orsi yang semestinya. Keberadaan DPD sebagai wakil/representasi daerah di parlemen pusat setidaknya menjadi pertimbangan dalam menetapkan posisi yang semestinya bagi lembaga DPD. Hal tersebut juga mesti diimbangi oleh anggota DPD dengan meningkatkan kualitas SDMnya. Peningkatan tugas dan peran yang lebih strategis dengan perubahan lingkungan masyarakat yang juga semakin dinamis pada akhirnya akan berimplikasi pada semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk peningkatan kemampuan lembaga DPD secara internal.

Selain hal tersebut keterlibatan dan hubungan yang harmonis yang dibangun oleh DPD dan DPRD serta Pemerintah Daerah akan melahirkan suatu sinergi dalam sistem ketatanegaraan kita. Interaksi yang intens antara DPD dengan berbagai elemen yang ada di daerah akan mampu menumbuhkan semangat memiliki yang pada akhirnya akan menumbuhkan berbgai dukungan kepada DPD dalam menciptakan pelembagaan yang kuat dalam sistem perwakilan nasional. Perubahan undang-undang hendaknya mampu memberikan jaminan kepada DPD untuk dapat memperoleh posisi bargaining sebagai upaya membangun sistem strong bicameral pada ketatanegaraan Indonesia.

IV. PENUTUP 

Perubahan Undang-Undang No 27/2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD hendaknya mampu mendukung terciptanya suatu mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan kita. Penguataan Fungsi Legislasi (pada semua tahapan ; proses, perumusan, sampai pada penetapan produk perundang-undangan) dibidang kekhususan dapat diwujudkan dengan aturan yang jelas. Sementara dalam sektor pengawasan oleh DPD dapat memperoleh kejelasan  peran sampai pada mekanisme pengawasan tersebut sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan lembaga perwakilan lainnya.

Koordinasi antara DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/kota dalam pelaksanaan fungsi perwakilannya mesti dilaksanakan secara selaras dengan mempertimbangkan posisi darimasing-masing lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan peran dari lembaga-lembaga tersebut pada proses pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kebutuhan DPD akan informasi daerah akan terpenuhi melalui penjaringahn aspirasi di daerah, olehnya perlu aturan yang jelas dan tegas mengenai hal tersebut, termasuk posisi dan kedudukan DPRD dalam sistem perwakilan negara.
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PENINGKATAN KOMPETENSI CALON TENAGA KERJA 
MELALUI PELATIHAN KERJA PADA BALAI LATIHAN KERJA INSTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN (BLKIP) SURABAYA
Lukman Arif

Abstract

 This research comes from a phenomena that more and more man power that haven’t get a job from year to year. They like to show their formal diploma than their skill that often become a requirement to fill that job vacancy.  To fill it all, so work training place such as Surabaya Instructure Work Training Place and Development has important function. This research is for general inhabitants that’s to describe about competency excalation for man power candidate through work training to Surabaya Instructure Work Training Place and  Development. 

This research uses naturalistic approach that serving this result of the research descriptively. Competency excalation man power candidate through education and work training to instructure work training place and development. It will focus on two dimension: first; about competency development processs of man power candidate, and the second is about the obstacle in increasing man power candidate competency. 

The result from this research shows that process of education students acceptance and training have to do selectively. Competency development process must do systemically and programmaly. Education and training method that use integrative approach between theory and practical with bigger load. The competency that student get not only technique/skill competency but also knowledge and self concept. The obstacles that hamper work training realization to increasing man power candidate competency, cause by background of man power candidate education that various beside tool and training infrastructure are limit that can’t join technology development.  
Keyword : BLKI, Man Power
I. PENDAHULUAN 

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, masalah ketenagakerjaan secara terus menerus menjadi masalah berkepanjangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi untuk menyerap pertambahan tenaga kerja yang cukup besar dan meningkat cukup tinggi setiap tahunnya. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional sehingga diperlukan usaha secara berkesinambungan untuk terus meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengembangkan perannya agar dapat berkiprah dalam pembangunan nasional.
Persoalan ketenagakerjaan begitu kompleks diantaranya adalah masalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Kondisi demikian berakibat pada penyerapan tenaga kerja yang kurang, yang pada akhirnya akan semakin menambah pengangguran. Menurut Siagian (2003:26), jika masalah pengangguran ini tidak dapat   tertangani   dengan   efektif   dapat mengakibatkan semakin lebarnya kesenjangan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kecemburuan sosial dan keresahan sosial, semakin tingginya gangguan keamanan dan ketertiban umum dan menjamurnya perumahan kumuh serta urbanisasi yang tidak terkendali.

Masalah pengangguran saat ini semakin mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam rangka pembangunan nasional yang menghendaki pemerataan dengan semakin bertambahnya tenaga kerja yang belum mendapat pekerjaan setiap tahunnya. Padahal sumber daya manusia yang besar merupakan modal dasar pembangunan dalam arti sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan jika dapat diarahkan secara efektif. 

Sumber daya manusia yang mempunyai bakat kreatifitas, keterampilan, pengetahuan dan kecakapan yang tinggi dapat membantu tercapainya keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan langkah-langkah pengembangan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Menurut Flippo dalam Tohardi (2002:236) pelatihan merupakan suatu tindakan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang pegawai untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam hal ini pemerintah mengupayakan dan mengusahakan untuk menciptakan tenaga-tenaga terampil guna meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia Indonesia melalui pemberian pendidikan dan pelatihan kerja
Pemberian bekal pendidikan dan pelatihan kerja kepada calon tenaga kerja dimaksudkan agar tenaga kerja tersebut dapat meningkatkan kemampuan sehingga siap untuk memasuki lapangan pekerjaan, sebagaimana menurut Jucius dalam Tohardi (2002:236) tujuan dari pelatihan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan atau kemampuan, akan tetapi juga untuk meningkatkan bakat. Pemberian bekal untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja dapat melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. Peningkatan dan pengembangan kemampuan tenaga kerja melalui pendidikan formal merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional, sedangkan peningkatan dan pengembangan kemampuan tenaga kerja melalui jalur pendidikan nonformal yaitu dengan pelatihan kerja merupakan tanggung jawab Kemeterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Provinsi Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat memiliki perangakat daerah yang disebut Dinas Tenaga Kerja dan memiliki Unit Pelaksana Teknis yang disebut BLKIP Surabaya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 42 Tahun 2001 yang merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan berbagai macam pelatihan dan pengembangan instruktur, tenaga pelatihan dan manajer/pengelola lembaga pelatihan pemerintah, swasta, perusahaan serta pelatihan tenaga kerja. 

Selain itu, BLKIP Surabaya bersama Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi dan peranan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, serta memberikan pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan ketrampilan atau keahlian kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
II. PERMASALAHAN

Fenomena empiris mengenai kompetensi tenaga kerja di Jawa Timur adalah bahwa “Banyak pencari kerja yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan, misalnya kurangnya keterampilan yang dimiliki diantaranya keterampilan bahasa, teknik maupun keterampilan yang dibutuhkan perusahaan.” (Jatim.go.id, 19 Januari 2010). Ditambah pula bahwa persoalan yang terjadi setiap tahun pada ketenagakerjaan di Jawa Timur adalah jumlah angkatan kerja baru jauh lebih besar dibanding pertumbuhan lapangan kerja produktif, dan rendahnya investasi baru karena berbagai alasan politik, ekonomi dan keamanan, serta ketidakseimbangan antara kualitas tenaga kerja yang tersedia dengan tenaga kerja yang dibutuhkan.” (D-Infokom-Jatim.go.id, 14 Februari 2010)

Mendasarkan fenomena di atas, BLKIP Surabaya diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi masalah ketenagakerjaan yaitu tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Untuk itu, dalam pemberian latihan kerja segala bentuk program latihan disesuaikan dan dipadukan dengan praktek dunia kerja serta penerapan metode pengajaran yang terdiri dari teori dan praktek secara langsung pada lapangan pekerjaan, sehingga dapat dihasilkan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan yang berkualitas dan akhirnya tenaga kerja yang belum bekerja dapat cepat mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka penelitian ini mengkaji secara lebih mendalam tentang  bagaimana  peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja pada BLKIP Surabaya.
III. METODOLOGI

Jenis penelitian adalah kualitatif yang menghasilkan data  deskriptif, yang menggambarkan secara mendalam dan utuh tentang upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan dari orang-orang yang diamati sebagai obyek penelitian. Secara lebih spesifik dalam penelitian ini menganalisis proses peningkatan kompetensi dan pelatihan serta kendala-kendala yang dihadapi. 

Situs penelitian ini mengambil tempat di BLKIP Surabaya dengan pertimbangan bahwa BLKIP Surabaya merupakan suatu lembaga milik pemerintah di bawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur yang ditugasi menyiapkan kompetensi calon tenaga kerja agar memiliki kesiapan dalam memasuki dunia kerja maupun dalam upaya menciptakan lapangan kerja sendiri. 
Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dokumen dan sumber lain yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun proses pengumpulan datanya berlangsung sejak proses memasuki lokasi penelitian (Getting In) maupun selama berada di lokasi penelitian (Getting Along).

Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun model yang digunakan dalam analsis data ini adalah Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman (1992:16) dengan prosedur : Pengumpulan Data; Reduksi Data; Penyajian Data; dan Penarikan Kesimpulan. Sedang Keabsahan Datanya dilakukan dengan menggunakan criteria yang dikembangkan oleh Lincoln dan Guba dalam Moleong (2007:324). 

IV. PEMBAHASAN

A. Proses Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja 

Kebutuhan lapangan kerja akan tenaga kerja yang berkompeten, membuat perusahaan-perusahaan lebih selektif dalam memilih tenaga kerja. Untuk itu dalam merekrut tenaga kerja, perusahaan-perusahaan bekerja sama dengan lembaga atau instansi terkait yang menyelenggarakan pelatihan kerja, salah satunya adalah BLKIP Surabaya.
Proses peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan di BLKIP Surabaya ini yang dapat dijelaskan dari hasil penelitian mengetengahkan beberapa dimensi yang meliputi: Penerimaa Calon Peserta; Metode Pelatihan; Materi Pelatihan; dan  Instruktur Pelatihan. Secara lebih rinci masing-masing dimensi tersebut dijelaskan dalam pembahasan berikut ini.

a. Penerimaan Calon Peserta  

Proses peningkatan kompetensi calon tenaga kerja pada BLKIP Surabaya diawali dengan penyampaian informasi tentang penerimaan calon siswa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Pendaftaran dilaksanakan setiap hari kerja di BLKIP Surabaya atau melalui / dengan surat pengantar dari Kandepnaker / Disnaker tempat calon peserta berdomisili. BLKIP Surabaya. BLKIP Surabaya memiliki 10 jenis kejuruan, meliputi: automotive, teknologi mekanik, listrik, bangunan, gambar teknik, pneumatik / hidrolik, tata niaga, perhotelan dan aneka kejuruan. Adapun kejuruan tersebut terbagi menjadi 2 jenis yaitu kejuruan teknik dan kejuruan non teknik. Masing-masing kejuruan memiliki 5 – 11 sub kejuruan. Menurut Sastrohadiwiryo (2003:201) pelatihan kejuruan merupakan bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diisyaratkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang pada umumnya bertaraf lebih rendah daripada pelatihan keahlian.

Peserta Diklat BLKIP Surabaya ini diterima setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik administrative maupun akademik dari hasil seleksi. Calon tenaga kerja yang mendaftar untuk mengikuti pelatihan kerja di BLKIP Surabaya tidak semua langsung diterima menjadi peserta karena kurang efektif dan efisien dalam menyampaikan materi pelatihan bila jumlah peserta terlalu banyak. Hal tersebut sesuai dengan salah satu faktor penting dalam pelatihan menurut Yoder dalam Tohardi (2002:238), yaitu selection of trainess yaitu dimana peserta pelatihan harus diseleksi berdasarkan minat, bakat dan pengalaman yang dimiliki peserta, sebab jika mengikutisertakan peserta yang tidak mempunyai minat, bakat dan pengalaman, maka ia tidak mengikuti pelatihan dengan serius.
Selanjutnya, setelah diseleksi dan lulus tes, maka calon tenaga kerja tersebut dapat diterima menjadi peserta dan terbagi menjadi beberapa kelas sesuai dengan kejuruan yang dipilih. Peserta diklat di BLKIP Surabaya menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2006 jumlah peserta sebanyak 889 orang, pada tahun 2007 sebanyak 746 dan pada tahun 2008 sebanyak 1019 orang, dan pada tahun 2009 sebanyak 1031 orang. Kecenderungan naiknya peserta diklat ini menunjukkan bahwa peserta yang kebanyakan didominasi dari lulusan Sekolah Menengah Umum ini menyadari pentingnya skill ataupun ketrampilan sebagai bekal mereka dalam merebut pasar kerja maupun untuk kepentingan usaha mandiri. 
Calon tenaga kerja yang mendaftar untuk mengikuti pelatihan kerja di BLKIP Surabaya untuk meningkatkan kompetensinya dapat memilih sendiri jenis pelatihan yang akan diikuti seusai dengan kemampuan, bakat dan minat calon tenaga kerja tersebut. Sebagaimana menurut Sastrohadiwiryo (2003:16) mengatakan bahwa pelatihan kerja merupakan hak setiap pekerja dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta keahlian sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah, swasta dan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, di BLKIP Surabaya menunjukkan bahwa pelatihan automotif dan sepeda motor merupakan pelatihan yang paling diminati oleh calon tenaga kerja, hal tersebut terlihat dari banyaknya yang mendaftar pada pelatihan tersebut, namun pendaftar tersebut harus lulus dalam seleksi dan test agar dapat diterima menjadi peserta pelatihan sehingga tidak semua calon tenaga kerja diterima untuk mengikuti pelatihan kerja. Alasan mereka memilih bidang ini cukup sederhana yaitu karena ingin membuka service sendiri dengan peluang kerja yang lebih gampang. Disamping itu kejuruan automotive ini dirasa biayanya murah dibanding dengan kejuruan yang lain. Sementara itu kebutuhan dunia industri di sekitar Surabaya dan sekitarnya banyak membutuhkan tenaga kerja trampil bidang las listrik, mesin logam/ bubut dan instalasi listrik.

b. Metode Pelatihan Kerja

Bagian lain dari proses peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan pada BLKIP Surabaya adalah tentang Metode Pelatihan. Metode pelatihan kerja merupakan cara penyampaian materi pelatihan kerja agar dapat diterima dengan baik oleh peserta pelatihan kerja. Metode pelatihan kerja yang digunakan disesuaikan dengan tujuan dari proses pembelajaran dan pelatihan itu sendiri. 
Berdasarkan hasil penelitian di BLKIP Surabaya, diketahui bahwa metode pelatihan kerja yang digunakan dalam memberikan materi adalah pemberian teori dan praktek secara individu dan kelompok kepada peserta pelatihan dengan sistem pelatihan berbasis kompetensi. Perbandingan bobot dua metode diklat tersebut adalah 30% teori dan 70% praktek. Bobot yang lebih besar pada praktek dalam metode pelatihan ini memang diarahkan agar peserta diklat menjadi seseorang yang professional sehingga nantinya dapat bekerja lebih baik. Sastrohadiwiryo (2003:201) dalam hal ini mengatakan bahwa pelatihan merupakan bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Hal tersebut sesuai dengan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh BLKIP Surabaya dimana pelatihan tersebut lebih ditekankan pada praktek dari pada teori. Sehingga calon tenaga kerja dapat menerapkannya dalam lapangan kerja dengan lebih baik.
Adapun metode yang digunakan adalah metode tutorial, demonstrasi, praktek secara individu dari kelompok-kelompok kecil yang dibentuk dengan 4-5 orang. Metode yang digunakan ini  dikemas dengan sistem Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) sedangkan kompetensinya berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI. Dari metode itu nantinya lebih efektif karena pendekatan yang diberikan memperhatikan siswa yang ada kemudian menirukan, kemudian melakukan di bawah pimpinan atau pengawasan instruktur. Menurut Hamalik (2001:63) metode pelatihan dengan teknik komunikasi kelompok kecil yang terdiri dari 10 orang peserta dapat melakukan komunikasi dua arah secara efektif, dengan teknik kelompok yaitu seorang pelatih membimbing satu kelompok peserta yang terdiri dari 5 – 7 orang pada waktu yang sama. Tutorial kelompok menitikberatkan pada bimbingan terhadap individu-individu dalam kelompok jauh lebih efektif dalam membentuk tenaga ahli. Sejalan dengan pendapat ini Yoder dalam Tohardi (2002:239), mengatakan bahwa salah satu faktor penting dalam pelatihan adalah training methode merupakan metode dalam pengajaran memegang peranan yang cukup penting, sehingga seorang instruktur yang baik namun salah menerapkan metode pengajarannya tidak akan berhasil secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dengan menggunakan metode pelatihan tersebut calon tenaga kerja dapat memahami penjelasan instruktur karena selain memberikan teori juga mempraktekkan teori tersebut. Sebagaimana menurut Hamalik (2001:20) salah satu model pelatihannya adalah induction training (latihan penempatan) bertujuan untuk melengkapi tenaga baru dengan keterangan-keterangan yang diperlukan agar memiliki pengetahuan tentang praktek dan prosedur yang berlaku di lingkungan organisasi atau lembaga tersebut. 

c. Materi Pelatihan Kerja 

Materi diklat yang dikembangkab BLKIP Surabaya merupakan materi yang cukup holistic dan integral dalam membentuk calon tenaga kerja yang professional. Mereka dididik dan dilatih tidak saja aspek kemampuan kognitif dan pskomotorik tetapi juga aspek afektifnya. Mereka tidak saja dididik dan dilatih untuk menguasai ilmu dan ketrampilannya tetapi juga emosinya sehingga mereka bisa menjadi orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kewajibannya. Temuan hasil penelitian ini terkait dengan materi yang diberikan kepada siswa meliputi materi untuk meningkatkan kompetensi diri; kompetensi pengetahuan dan kompetensi ketrampilan.
Kompetensi konsep diri merupakan suatu pelatihan yang diberikan kepada calon tenaga kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kepribadian calon tenaga kerja tersebut menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian di BLKIP Surabaya, diketahui bahwa materi-materi kompetensi konsep diri yang diberikan kepada calon tenaga kerja merupakan materi yang diberikan kepada semua calon tenaga kerja yang menjadi peserta pelatihan di setiap kejuruan yang ada. Adapun materi tersebut meliputi: Fisik, Mental dan Disiplin (FMD) diberikan selama 20 – 40 jam, Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) selama 2 – 6 jam pelatihan, motivasi kerja selama 4 – 6 jam pelatihan, kewirausahaan selama 10 jam pelatihan, bahasa Inggris selama 6 – 12 jam pelatihan, dan hubungan kerja selama 6 jam pelatihan. Dalam 1 jam pelatihan diberikan selama 45 menit. Materi kompetensi konsep diri tersebut diberikan oleh Instruktur BLKIP Surabaya, tetapi untuk materi motivasi kerja dan kewirausahaan diberikan oleh instruktur dari BP2TK, sedangkan untuk materi FMD diberikan oleh marinir yang bekerja sama dengan BLKIP Surabaya.

Pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh BLKIP Surabaya berusaha untuk meningkatkan kompetensi konsep diri calon tenaga kerja. Tujuan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi konsep diri calon tenaga kerja berdasarkan hasil penelitian di BLKIP Surabaya adalah untuk mengubah perilaku calon tenaga kerja menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin sesuai dengan standar operasional perusahaan.

Sedangkan manfaat diberikan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi konsep diri adalah seorang calon tenaga kerja dapat mempunyai attitude yang baik sehingga dapat diterapkan dalam sektor formal maupun informal. Pelatihan kerja tersebut juga dapat membawa perubahan pada peserta pelatihan, baik itu perubahan sikap dan juga perubahan penampilan. Karena menurut Spencer dan Spencer dalam Widodo (2007:87) menyatakan bahwa kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan mengindikasikan cara berperilaku atau berpikir, menyamakan situasi dan mendukung untuk periode waktu cukup lama.

Dengan demikian agar tujuan dan manfaat pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi konsep diri calon tenaga kerja agar tercapai dengan maksimal, maka diperlukan suatu upaya baik dari pegawai dan instruktur BLKIP Surabaya serta dari calon tenaga kerja itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh peserta pelatihan atau calon tenaga kerja. Selain itu melalui pemberian wacana dan materi sehingga dapat menimbulkan pemahaman dan kesadaran dalam diri calon tenaga kerja tersebut. Sehingga dapat meningkatkan sikap nilai, citra diri dan percaya diri calon tenaga kerja tersebut, karena menurut Widodo (2007:88) kepercayaan diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri.

Kompetensi pengetahuan merupakan pemberian pemahaman secara teoritis yang diberikan di dalam ruang kelas. BLKIP Surabaya berusaha meningkatkan kompetensi pengetahuan calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja dengan memberikan materi-materi sesuai dengan kejuruan yang diikuti.

Berdasarkan hasil penelitian di BLKIP Surabaya, diketahui bahwa materi tersebut diberikan sesuai dengan kejuruan masing-masing sesuai dengan yang diikuti oleh calon tenaga kerja tersebut. Untuk materi kompetensi pengetahuan, di setiap kejuruan tidak sama. Materi kompetensi pengetahuan diberikan oleh Instruktur BLKIP Surabaya sesuai dengan kejuruan masing-masing.

Materi-materi pengetahuan dalam pelatihan kerja sesuai dengan silabus kurikulum kejuruan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BLKIP Surabaya. Materi-materi tersebut bukanlah kurikulum baku, namun dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan peserta pelatihan serta kebutuhan lapangan kerja, sehingga pengetahuan tersebut dapat bermanfaat bagi peserta pelatihan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa materi yang diberikan kepada calon tenaga kerja tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, sehingga dengan pemberian materi pengetahuan tersebut, maka calon tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaan, lebih memahami hal-hal penunjang yang dibutuhkan di lapangan kerja karena materi tersebut menjadi dasar pengetahuan ketika masuk ke lapangan kerja. Kompetensi demikian menurut Spencer dan Spencer (1993:11) merupakan functional competencies yang menjelaskan tentang kemampuan peran tertentu yang diperlukan dan biasanya dihubungkan dengan keterampilan profesuonal atau teknis.

Dengan demikian, maka  Hamalik (2001:10), mengatakan bahwa pelatihan merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian tindak (upaya) yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam kesatuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektifitas dan produktivitas dalam suatu organisasi.

Melalui pelatihan kerja tersebut, kompetensi pengetahuan calon tenaga kerja meningkat, sehingga menjadi tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana menurut Hamalik (2001:7) tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi, kemampuan yang tepat guna, berdaya guna, berpribadi dalam kategori tertentu untuk bekerja dan berperan serta dalam pembangunan, sehingga berhasil guna bagi dirinya dan masyarakat secara keseluruhan.

Kompetensi keterampilan merupakan peningkatan kompetensi yang lebih diarahkan pada pemberian pemahaman secara praktek dan dilakukan di luar kelas. BLKIP Surabaya berusaha meningkatkan kompetensi keterampilan calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja dengan memberikan materi-materi sesuai dengan kejuruan yang diikuti.

Berdasarkan hasil penelitian di BLKIP Surabaya diketahui bahwa, materi yang sama dengan materi kompetensi pengetahuan, namun materi kompetensi keterampilan di sini lebih ditekankan pada penggunaan peralatan dan praktek dari kompetensi pengetahuan. Sebagaimana menurut Widodo (2007:88) karakteristik kompetensi keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Materi kompetensi keterampilan diberikan oleh Instruktur BLKIP Surabaya di setiap kejuruan masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa materi-materi kompetensi keterampilan memiliki tujuan dan manfaat yang penting bagi kompetensi calon tenaga kerja, yaitu dapat menjadi bekal bagi calon tenaga kerja untuk mencari pekerjaan, dapat meningkatkan produktivitas dan dapat mengembangkan kemampuan peserta sehingga dapat menjadi lebih produktif. Sehingga pelaksanaan pelatihan kerja sesuai dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1, yaitu keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Untuk mengetahui kemampuan calon tenaga kerja yang menjadi peserta pelatihan di BLKIP Surabaya, maka melalui evaluasi dapat diukur sejauh mana peningkatan kompetensi calon tenaga kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat 3 kriteria penilaian yaitu penilaian attitude, penilaian skill dan penilaian knowledge. Adapun untuk mengetahui penilaian tersebut dengan melihat keseharian mereka selama pelaksanaan pelatihan serta melakukan tes baik secara teori maupun secara praktek yang pelaksanaan evaluasi tersebut pada saat pertengahan pelatihan dan pada saat akhir pelatihan. Setelah selesai pelatihan, maka calon tenaga kerja mendapat sertifikat yang berisi jam kerja atau jam pelatihan dan jam terbang setiap ujian. Sertifikat tersebut diberikan bila calon tenaga kerja tersebut telah memenuhi standar kompetensi. Dengan menyelesaikan pelatihan dan mendapat sertifikat, calon tenaga kerja ditempatkan di lapangan kerja. Sebagaian besar calon tenaga kerja lulusan BLKIP Surabaya telah ditempatkan dalam lapangan kerja yang tersedia.

Sebagaimana menurut Hamalik (2001:133) sesuai dengan salah satu tujuan pasca pelatihan yaitu para lulusan (peserta) mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dibekalkan selama proses pelatihan formal dalam kondisi dan suasana pekerjaan yang nyata dalam bidangnya masing-masing. Dengan demikian, maka merupakan suatu tuntutan jika setiap calon tenaga kerja perlu untuk memiliki  kompetensi tidak saja kompetensi tekni tapi juga kompetensi lain yang dapat membangun calon tenaga kerja tersebut untuk bisa bekerja lebih baik dan professional kelak. Hal ini sebagai mana dikatakan oleh Mulyasa (2005:38), bahwa kompetensi  sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang harus dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Selain itu kompetensi juga dapat diartikan sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, ketrampilan, sikap dan apreasiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.
d. Instruktur Pelatihan Kerja pada BLKIP Surabaya
Dalam meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja, pelatihan kerja tersebut dapat berhasil bila didukung oleh instruktur yang berkompeten, sehingga tidak semua orang dapat menjadi instruktur di BLKIP Surabaya.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa seseorang untuk menjadi instruktur selain memiliki kemampuan juga membutuhkan sertifikasi pendidikan instruktur dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Selain itu instruktur terbanyak di BLKIP Surabaya memiliki tingkat pendidikan sarjana yaitu 41 orang atau 80,39%. Karena menurut Yoder dalam Tohardi (2002:238) salah satu faktor penting dalam pelatihan adalah selection of trainer yaitu selain peserta, isntruktur juga harus diseleksi karena tidak semua orang dapat menjadi instruktur yang handal.

Dengan memiliki instruktur yang berkompeten, maka pelaksanaan pelatihan dapat berjalan dengan baik. Karena kemampuan dan tingkat pendidikan instruktur yang berbeda-beda sehingga penempatan instruktur dalam kejuruan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kemampuan instruktur harus sesuai dengan materi dalam bidang pelatihan yang diberikan, sehingga calon tenaga kerja dapat memahami penjelasan instruktur dengan baik. Dalam menerapkan instruksi-instruksi dari instruktur, calon tenaga kerja tidak mengalami kesulitan, karena telah dibimbing dengan teori dan telah dibekali dengan modul-modul pelatihan yang sesuai dengan materi pelatihan. Sehingga menurut Yoder dalam Tohardi (2002:239) para instruktur sebelum memberikan pelatihan, hendaknya ditatar terlebih dahulu, atau mendapatkan pendidikan mengenai materi yang akan diberikannya kepada peserta pelatihan.
B. Kendala dalam Pelatihan Kerja serta Upaya Mengatasinya
Dalam setiap pelaksanaan pelatihan kerja pasti tidak akan dapat lepas dari kendala yang meliputi pelaksanaan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian di BLKIP Surabaya, diketahui bahwa terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan pelatihan. 

Kendala pertama berasal dari sikap peserta pelatihan / calon tenaga kerja terdapat pada kedisiplinan dan kebiasaan dari masing-masing pribadi calon tenaga kerja tersebut. Kedua, latar belakang pendidikan peserta pelatihan / calon tenaga kerja terletak pada bervariasinya tingkat pendidikan dan asal sekolah calon tenaga kerja tersebut, karena pemahaman peserta yang sekolah umum berbeda dengan peserta yang sekolah kejuruan. Dan ketiga, sarana dan prasarana pelatihan terletak pada kurang memadainya jumlah sarana dan prasarana pelatihan, selain itu peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk praktek juga kurang dapat mengikuti perkembangan teknologi.

Untuk mengatasi kendala yang terjadi pada sikap calon tenaga kerja, maka upaya yang dilakukan adalah dengan adanya tata tertib dan petugas yang mengawasi, selain itu juga dilakukan himbauan, nasehat kepada calon tenaga kerja sehingga timbul kesadaran dalam diri calon tenaga kerja tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yoder dalam Tohardi (2002:238) bahwa tidak ada manusia yang mempunyai karakter yang sama, untuk itu dalam merancang program pelatihan harus memperhatikan perbedaan-perbedaan dari karakter manusia tersebut.

Untuk mengatasi kendala yang terjadi pada latar belakang pendidikan calon tenaga kerja, maka upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan seleksi dan psikotes untuk mengetahui kemampuan dan minat peserta, selain itu instruktur dalam penyampaian materi harus bersabar dan tidak mudah putus asa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yoder dalam Tohardi (2002:238) bahwa peserta pelatihan harus diseleksi berdasarkan minat, bakat dan pengalaman yang dimiliki peserta. Selain itu menurut Yoder, para instruktur harus penuh perhatian dalam melaksanakan pelatihan, sehingga semua keluhan dalam bekerja hendaknya dapat ditampung dan diselesaikan.

Untuk mengatasi kendala yang terjadi pada sarana dan prasarana pelatihan, maka upaya yang dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan sarana dan prasarana ke pemerintah pusat, namun pada kenyataannya permohonan tersebut belum disetujui. Selain itu BLKIP Surabaya berusaha bekerja sama dengan instansi lain sehingga pelatihan kerja yang diberikan dapat mengikuti perkembangan teknologi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dapat memperlancar pelaksanaan pelatihan sehingga usaha untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja dapat mencapai hasil yang maksimal karena menurut Sastrohadiwiryo (2003:199) pelatihan merupakan proses membantu para tenaga kerja untuk memperoleh efektivitas dalam pekerjaan mereka yang sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan tentang pikiran, tindakan, kecakapan, pengetahuan dan sikap yang layak.
V. PENUTUP

Setiap pekerjaan yang dilakukan secara individu maupun kelompok dalam suatu organisasi pasti diarahkan untuk mencapai tujuan dan apabila tercapai, barulah disebut sebagai sebuah keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan landasan yang kuat diantaranya adalah kompetensi pekerja. Dengan demikian, maka kompetensi menjadi sangat berguna bagi sebuah pekerjaan guna mencapai tujuan.

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati.  Kompetensi juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kulaitas professional dalam pekerjaan mereka.

Balai latihan kerja seperti BLKIP Surabaya sebagai bagian dari instutusi yang diharapkan untuk terus meningkatkan profesionalismenya dalam menciptakan calon-calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang komprehensif guna menjawab tantangan  kebutuhan pasar kerja. Tenaga-tenaga yang professional dan mampu bekerja sesuai dengan tingkat yang memuaskan merupakaan dambaan bagi sebuah organisasi. Untuk itu segenap sumber daya baik sarana prasarana untuk kepentingan tersebut perlu terus diadakan dan terus diperbarui sesuai dengan tingkat perkembangan kebutuhan. Sehingga dengan demikian calon-calon tenaga kerja yang dihasilkan adalah mereka yang sudah siap menghadapi tatangan dunia kerja yang semakin selektif dan kompetitif.
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PEMBERDAYAAN PETANI TAMBAK MELALUI PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN DI DESA KALANGANYAR 
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

Diana Hertati

Abstract
This research is a kind of descriptive research that use a qualitative method. This research comes from phenomena about poverty and environment condition in Kalanganyar village that actually have a good potency in fish productivity. Therefore, government of region makes a report of dam farmer empowerment in fish cultivation for increasing human resource quality and increasing fish productivity. 

The function of this research are for know and to describe  about empowerment effort that has been done through fish cultivation development effort in increasing human resource quality to dam farmer (farm group) with increasing fish development in Kalanganyar village at Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. In this research that become  a site / research location is Kalanganyar village as a sampling test. 

According to the result of research, we can conclude that the effort of dam farmer empowement through fish cultivation development have optimal, it is a fact from training and guidance that doing by the official and guideman that do and response very well by dam farmer until the increasing of the production result is very high. The effort in accompanying to become well, it shows change from dam farmer or guidance into the dam practical of dam field until become more increasing fish productivity. It looks from productivity effort that more and more high from year to year. The effort to increasing the tools and infrastructure supporting fish cultivation is on  target, it looks from marketing of the production result of the dam at the marketing stand, market, or fish selling place. Beside that, there are some group of farm as a strengthen institution through human resource quality that can increasing production result of  dam product that market based on consument daily level from inhabitants demand and segment of market. 

Keyword : Empowerment 

I. PENDAHULUAN


Pemerintah menyadari betapa besarnya potensi alam yang dimiliki pada sektor kelautan, karena laut dijadikan sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional. Berkaitan dengan sumber daya perikanan dan kelautan, dalam Undang - Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diatur kewenangan daerah salah satunya adalah dalam pengelolaan wilayah laut, yakni 12 mil wilayah laut dari garis pantai akan berada di bawah kewenangan pemerintah propinsi dan sepertiganya (4 mil) akan menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten / Kota. Kewenangan tersebut mencakup pengaturan administra-si, tata ruang dan penegakan hukum yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut.


Pemanfaatan sumber daya kelautan tersebut belum maksimal, hal ini disebabkan karena program pemerintah yang masih bersifat parsial sektoral, top down, proyekan, insidental dan tidak berkelanjutan. (Kusnadi, 2004 : 39). Selain itu karena kurang kuatnya lembaga - lembaga lokal, kondisi laut yang tidak menentu dan kurangnya teknik dan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumber daya yang ada menjadi beberapa sebab kegagalan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.


Di Indonesia budidaya ikan yang paling potensial dikembangkan di Kabupaten Sidoarjo adalah budidaya tambak dengan potensi wilayahnya sebesar 15.530,41 ha pada tahun 2009 dengan potensi perairan lautnya yang cukup produktif dengan luas wilayah tangkapan sebesar 314 km². Budidaya tambak di Kabupaten Sidoarjo mampu mencatat produktivitas yang terus meningkat secara nyata dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang cukup produktif. (Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo).


Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Indikator tingkat kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan justru menunjukkan angka yang semakin menurun. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Timur pada bulan Maret 2009 sebesar 6,65 juta (18,51 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2008  yang berjumlah 7,15 juta (19,98 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 504 ribu jiwa. Selama  periode  Maret 2008-Maret 2009,  penduduk  miskin  di  daerah  perdesaan berkurang 239 ribu, sementara di daerah perkotaan berkurang 265,1 ribu orang. (Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2009).


Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya degradasi lingkungan pesisir. Desakan ekonomi cenderung membuat masyarakat pesisir mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan semena - mena serta bersaing untuk mendapatkan penghidupan dari sisa sumber daya yang belum dieksploitasi. Perilaku mengelola potensi pesisir semacam ini tentu saja merusak kelestarian alam. Dalam jangka panjang akan memarjinalkan masyarakat itu sendiri. 

Budidaya yang selama ini dilakukan oleh para petani tambak adalah pola tradisional yang rentan mengalami kerugian karena gagal panen. Selain itu,  ikan bandeng tingkat permintaan semakin besar, karena bandeng merupakan konsumsi utama yang tinggi dalam permintaan pangsa pasar. 

Bandeng dikonsumsi oleh seluruh golongan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan. Konsumsi bandeng penduduk pedesaan lebih rendah dari pada penduduk perkotaan dengan perbandingan 0,884 kg/kap/th dan 1,664 kg/kap/th. (www.wiklopedia.com/bi.go.id).

Berdasarkan data yang diterima, adapula masalah yang terjadi yaitu kematian ikan akibat penyakit pada ikan masih menjadi ancaman yang cukup serius bagi kelangsungan produksi perikanan. Kondisi ini diperburuk dengan ancaman buruknya kualitas lingkungan khususnya perairan sebagai media hidup ikan yang utama. 
Dalam hal ini, ada fenomena mendasar yang mengakibatkan petani tambak di Desa Kalanganyar yang kehidupannya masih tergolong rentan dalam meningkatkan taraf hidup keluarganya. Desa Kalanganyar mendata petani tambak yang masih tergolong rentan sekitar 10%. Kondisi seperti itu dikarenakan mereka masih menganut sistem yang sifatnya tradisional, karena mereka masih beranggapan bahwa sistem zaman dulu yang bisa membawa mereka dalam kesejahteraan, hal ini dapat diamati dalam penggarapan lahan tambak, petani tambak masih menggunakan teknik tradisional. Masih banyak dijumpai sikap tradisi mereka yang melekat dalam kehidupan sehari – hari petani tambak. Sehingga kondisi seperti ini yang mengakibatkan petani kurang berdaya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai pola pengembangan yang berusaha memaksimalkan potensi yang mereka miliki dengan kata lain memberdayakan para petani melalui program intervensi yang berbasis pada masyarakat.

Dengan adanya fenomena di atas, pemerintah memiliki kewenangan dalam menangani atau mengatasi persoalan itu, sehingga hasil budidaya ikan mengalami peningkatan. Hal ini juga mengutamakan kualitas sumber daya manusia dalam produktivitas perikanan.

Program pemberdayaan masyarakat pesisir juga harus mempunyai tujuan diantaranya dalam mewujudkan kemandirian masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan sumber daya manusia, implementasi program intervensi atau pemberdayaan dan pengembangan kegiatan usaha atau deversifikasi. Untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan maka pengembangan melalui pemberdayaan harus meliputi :

a. Peningkatan sumber daya manusia.

b. Penguatan lembaga sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya pesisir.

c. Pengembangan sarana dan prasarana.

d. Pengembangan kapasitas lembaga dan aparat. (Kusnadi, 2004 : 34).

Guna pencapaian aspek - aspek yang harus diberdayakan maka pihak yang melakukan pemberdayaan harus melakukan upaya - upaya pemberdayaan yang meliputi :

a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling).

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering).

c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi (protecting). (Kartasasmita,     1996 : 159).

Salah satu program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah melakukan usaha dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki pada sektor kelautan dan perikanan. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui “Program Pengembangan Budidaya Perikanan” yang menjadi program unggulan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan penyuluhan atau pelatihan dan peningkatan produktivitas dalam olahan hasil tambak secara terstruktur oleh Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) maupun dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo. 
Program tersebut merupakan program yang dijadikan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas perikanan. Program ini memfokuskan pada pemberdayaan manusia budidaya tambak udang maupun ikan bandeng. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelembagaan petani melalui kelompok tani dalam peningkatan produksi melalui pembinaan atau penyuluhan yang dilakukan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) maupun dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo itu sendiri.

Propinsi Jawa Timur memiliki potensi perikanan yang besar dalam hal budidaya tambak terdapat pada 2 Kabupaten yang selama ini diketahui tinggi tingkat produksinya yaitu Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo. Di Sidoarjo pola budidaya tambak yang digunakan sebesar 90% masih tradisional yang rentan mengalami kegagalan dan kerugian (Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007). Hal ini terjadi karena terbatasnya pihak - pihak yang melakukan program intervensi seperti penyuluhan teknik atau pola budidaya intensif guna peningkatan hasil yang maksimal. Untuk itu diperlukan upaya - upaya yang mendukung peningkatan, baik hasil maupun kualitas sumber daya manusianya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Pemberdayaan Petani Tambak Melalui Pengembangan Budidaya Perikanan di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat sebagai berikut : Bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terhadap usaha peningkatan produktivitas perikanan melalui program pengembangan budidaya perikanan di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo?
III. METODE PENELITIAN

 Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Didalam penelitian kualitatif tidak dijumpai analisis data yang bersifat statistik, seperti yang terdapat dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti ingin mempelajari secara intensif upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat petani tambak dalam peningkatan produktivitas usaha tani yang dilakukan melalui pembinaan (penyuluhan) terhadap sumber daya manusia khususnya pelaksanaan di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Dengan melihat hal tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. 
Penelitian ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat petani tambak yang sesuai dengan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo tentang Pengembangan Budidaya Perikanan, melalui: 
a. Pengembangan bibit ikan unggul, dengan sasaran kajian yang ditujukan kepada petani dalam pelatihan dan penyuluhan guna  memilih bibit ikan yang baik dalam meningkatkan kualitas hasil tambak melalui program pemilihan bibit unggul ikan, proses pembenihan/perkawinan serta proses tebar benih ikan unggul yang dapat dijadikan hasil olahan produksi yang sesuai dengan kebutuhan konsumsi manusia. 
b. Pembinaan dan pengembangan perikanan, hal ini ditujukan sebagai bentuk pelaksanaan pelatihan dalam temu usaha yang diarahkan dalam perkembangan perikanan yang dijadikan sasaran utama pada komoditi ikan, sehingga dapat menghasilkan olahan tambak yang berkualitas baik. Dalam pembinaan mengarah pada kualitas sumber daya manusia yang dilakukan dalam temu usaha yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Adapun pengembangan budidaya perikanan mengarah halnya dalam bentuk fasilitas yang diberikan dan permodalan. Serta adanya penguat kelembagaan dan bentuk kerjasama yang diupayakan dalam membantu menampung aspirasi dari masyarakat. 
c. Pendampingan pada kelompok tani pembudidayaan ikan, dengan tujuan memberikan bentuk pengarahan pada masyarakat khususnya petani tambak. Program pendampingan diarahkan sesuai dengan bentuk penyuluhan yang diberikan kepada kelompok petani tambak yang dilakukan pada satu kawasan tertentu. Dalam pendampingan bersifat teori yang menunjukkan bentuk budidaya mulai awal sampai pasca panen. Pendampingan ini ditujukan pada petani tambak dalam meningkatkan produktivitas perikanan, hal ini dapat diupayakan dalam pendampingan yang dilakukan oleh petugas penyuluh lapangan dalam pengelolaan lahan tambak sehingga dapat membantu peningkatan hasil olahan tambak. Pendampingan dilakukan setiap saat oleh petugas penyuluh lapangan serta dapat memberikan suatu pengetahuan yang lebih inovatif pada petani dalam mengembangkan hasil olahan tambak. 

Lokasi penelitian merupakan tempat atau lokasi dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana dalam mencari dan mengumpulkan sumber - sumber data di lapangan. Dalam penelitian kualitatif ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Dengan alasan : 1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo merupakan instansi yang bertanggung jawab didalam menangani masalah-masalah penyuluhan dan teknik produksi dalam peningkatan produktivitas usaha petani tambak. Dan 2) Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo merupakan lokasi/tempat penelitian yang penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani tambak, serta wilayahnya yang merupakan wilayah yang berpotensi dalam pengembangan usaha petani tambak. 

Informan atau Key Informan dipilih secara “Purposive” yaitu Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pesisir dan Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo, PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) di Kecamatan Sedati, Pegawai (staf - staf) pemerintahan Desa Kalang Anyar Kecamatan Sedati, Petani tambak (kelompok usaha tani) di Desa Kalang Anyar Kecamatan Sedati.
Teknik analisis data adalah model interaktif seperti yang dikemukakan Miles dan Huberman (1992 : 15 – 20), sebagai berikut : pengumpulan data, reduksi Data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ Verifikasi
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Dari hasil wawancara, dapat diketahui dalam budidaya perikanan memberikan suatu perubahan - perubahan baru yang dapat diterapkan oleh petani tambak. Hal ini dapat diamati dalam pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas maupun petugas penyuluh dalam penyampaian materi, sehingga dapat diterapkan dan direspon sangat baik oleh petani tambak Kalanganyar. Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas maupun Petugas Penyuluh sudah tersosialisai dengan cukup baik. Hal ini juga memberikan hasil lebih baik dan maksimal dalam meningkatkan hasil produksi tambak yang berpotensi cukup baik pada desa Kalanganyar khususnya pada Kelompok Tani ”Mina Mandiri Sejahtera” serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidaorjo, hal ini bertujuan guna mengefektifkan dalam pelatihan maupun penyuluhan di wilayah Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo.
b. Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan

Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas maupun petugas penyuluh sangatlah penting. Hal ini dapat dilihat, bahwa dengan adanya penguat kelembagaan yaitu terbentuknya kelompok tani, maka dapat meningkatkan solidaritas, dapat menampung segala aspirasi masyarakat, serta adanya suatu wadah yang dapat menjembatani segala aspek permasalahan dalam kelompok tani. Selain itu dalam peningkatan budidaya perikanan melalui pembinaan dan penyuluhan dalam teknik produksi, tetapi juga memberikan pembinaan atau pelatihan guna meningkatkan produksi hasil olahan tambak yang ditujukan kepada ibu - ibu petani tambak.

 1) Kelompok Ibu-Ibu Tani “Pengolahan Hasil Tambak”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa proses terbentuknya kelompok tani ibu – ibu terbentuk melalui sistem penunjukan dengan memberikan undangan mengenai diadakannya pelatihan oleh Dinas dan Petugas Penyuluh Lapangan bidang pengolahan hasil tambak. Dengan adanya informasi melalui undangan ibu – ibu berkumpul dan mempunyai kesamaan kepentingan yaitu ingin menambah pengetahuan di bidang pengolahan hasil tambak. 

 2) Kerjasama dengan Pihak Distribusi Hasil Olahan Tambak

Dari hasil wawancara, menjelaskan bahwa dalam perluasan usaha dalam bidang perikanan maka adanya bentuk pendistribusian hasil olahan tambak. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam budidaya perikanan, dapat juga meningkatkan potensi dari wilayah Kalanganyar sebagai sektor perdagangan yang dapat memberikan bentuk kontribusi yang besar pada Desa Kalanganyar selain hasil budidaya, maupun hasil olahan tambak.

a. Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidayaan Ikan


Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa dari kegiatan ini terdapat suatu bentuk pendampingan dan kerjasama yang dilakukan oleh petugas penyuluh kepada kelompok tani. Hal tersebut dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan produksi hasil tambak dengan melakukan produksi hasil olahan ikan yang lebih konsumtif. Dalam pendampingan juga memberikan bentuk solidaritas penyuluh dalam mengembangkan tingkat produksi perikanan menjasi lebih produktif.

B. PEMBAHASAN
a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Budidaya perikanan yang dilakukan di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sudah banyak menerapkan materi yang diberikan dalam pelatihan maupun penyuluhan. Hal ini senantiasa bentuk praktek secara langsung pada lahan tambak setiap masing–masing petani tambak di wilayah tersebut. Dari pemilihan bibit ikan unggul sudah tersosialisasi dengan baik sehingga penerapannya sesuai dengan pelatuhan maupun penyuluhan. Dari pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas sesuai dengan pelatihan dan penyuluhan yang diterapkan sesuai dengan pendapat Van Den Ban dan Hawkins (1999 : 23), bahwa peranan penyuluhan  pertanian sebagai alat kebijakan pemerintah. Hal ini berdasarkan program penyuluhan untuk mempengaruhi perilaku petani atau untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengambil keputusan sendiri mengenai cara - cara untuk mencapai tujuan mereka. 
Pemerintah akan membe-rikan bentuk dana untuk kegiatan penyuluhan apabila meyakini manfaatnya sebagai sarana kebijakan yang mendukung tercapainya tujuan pemerintah
b. Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan  

Dalam pembinaan dan pengembangan membutuhkan pendekatan khusus yang betujuan untuk mengajak masyarakat khususnya petani tambak dalam kondisi yang lebih baik dan merubah pola pikir menjadi lebih modern. Dalam hal pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan sesuai dengan pendapat Harun (1996 : 34) bahwa pembinaan kelompok tani atau nelayan diarahkan untuk memberdayakan petani atau nelayan agar memiliki kekuatan mandiri, yang mampu menerapkan inovasi (teknis, sosial, dan ekonomi), mampu memanfaatkan azas skala ekonomi dan mampu menghadapi resiko usaha, sehingga mampu memperoleh tingkat pendapat dan kesejahteraan yang layak. 
Dalam meningkatkan pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan membutuhkan suatu fasilitas yang cukup memadai sehingga dalam menerapkan pembinaan dan pengembangan dapat diterima dengan baik oleh petani tambak. Tetapi hal ini juga menjadi kendala karena sarana fasilitas permodalan yang sangat terbatas sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Dinas maupun petugas penyuluh lapangan harus mengoptimalkan dengan baik dalam kondisi permodalan. 
Dinas berupaya untuk menjalankan kegiatan pembinaan dan penyuluhan agar petani mengalami perubahan yang kondusif sehingga dapat meningkatkan hasil olahan yang dapt dijadikan tingkat konsumtif. Hal ini diterapkan dalam pemilihan bibit ikan unggul sehingga dalam pembibitan dapat memenuhi kriteria pembenihan yang sesuai dengan harapan. Hal ini berkendala dari faktor permodalan yang sangat terbatas sehingga dalam pembenihan mendapatkan suplay yang sangat minim tetapi dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Sejalan dengan pendapat dari Harun (1996 : 7) bahwa tujuan penyuluhan adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasi masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya, pengolah ikan dan keluarganya, terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

3). Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Pendampingan yang dilakukan oleh Dinas maupun petugas penyuluh lapangan sudah berjalan dengan baik dan penerapan materi juga dapat diterima dan direspon sangat baik oleh petani tambak. Pendampingan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Dinas maupun penyuluh berperan dalam meningkatkan produktivitas pendapatan usaha tani serta adanya peningkatan kemampuan dengan memberikan bentuk motivasi untuk lebh maju dan mencapai tujuan. Pendampingan juga merupakan bentuk pemberdayaan pada petani tambak dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarganya. Sejalan dengan pendapat Kartasasmita (1996 : 144) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan kata lain memberdayakan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat. 
Upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pemeliharaan dan peningkatan hasil produksi tambak, maka pemerintah memberdayakan masyarakat petani tambak dalam menjalankan suatu bentuk kegiatan yang dapat mengajak masyarakat dalam perubahan baru yang lebih relevan dan lebih kondusif. Hal ini disesuaikan dengan pendapat dari Kartasasmita (1996 : 159), Guna pencapaian aspek - aspek yang harus diberdayakan maka pihak yang melakukan pemberdayaan harus melakukan upaya - upaya pemberdayaan.
V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemilihan Bibit Unggul ikan, dalam hal ini pembudidayaan ikan melalui kegiatan pemilihan bibit ikan unggul sudah tersosialisai dengan baik., hal ini dapat dilihat bahwa pelatihan dan penyuluhan dari petugas penyuluhan lapangan, dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat petani tambak.

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidayaan Ikan, dalam hal ini pendampingan yang dilakukan oleh petugas penyuluh lapangan sudah berjalan dengan baik, sehingga kegiatan yang dijalankan sudah diterima dan direspon dengan baik. Dalam budidaya perikanan petani tambak dipandu hingga pasca panen.

Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan, dalam hal ini bentuk pembinaan yang diberikan yaitu sarana dan prasarana dalam bentuk pemasaran ikan yaitu TPI (Tempat Pelelangan Ikan), Depo Pemasaran Ikan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, serta adanya pasar tradisional di daerah Desa kalanganyar dalam kondisi baik. Fasilitas lain yang diberikan yaitu adanya bentuk permodalan yang disubsidi dalam pengembangan budidaya perikanan, sehingga dalam pengelolaannya harus dapat di managemen sebaik mungkin.
B. Saran
· Manusia dalam pelaksanaan pembudidayaan perikanan yang lebih berkala dan berstruktur dalam meningkatkan produktivitas perikanan.

· Hendaknya mampu menciptakan teknologi-teknologi perbaharuan dalam teknik pembudidayaan perikanan yang lebih modern dan memberikan inovasi. 

· Hendaknya mengoptimalkan hasil produksi dalam hasil diversifikasi atau hasil olahan yang lebih memadai dan dapat memikat dari selera konsumen dengan hasil olahan dalam permintaan konsumen dalam pasar baik nasional maupun internasional.
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REFORMASI BIROKRASI   DAN  GOOD GOVERNANCE PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

Maskan AF, Drs., M.Si

Abstract

Bureaucracy reformation (state administration), and good governance are the two main concepts for implementation of the conditions national and state life in Indonesia, these two concepts are related to one another and not a relatively new concepts.


The experience of several countries indicates that the bureaucracy reformation is the most important step to achieve the state improvement. The arrangement of system and procedure of the government implementation can be done through this bureaucracy reformation, not only the effective system and procedure but also can be the back bone of the national and state life. Eventually, the successfulness of the bureaucracy implementation will very support and determine to create the good governance. Due to bureaucratic reformation is the main effort to create good governance.


With bureaucracy reformation and good governance, in the context of decentralization, is expected will ease and cut the chain of bureaucracy issues in region, so that the society service and other stake holder are expected much easier and straightforward, so the development of programs which are done by the region government have the high value for the society based on the characteristics of each region. That finally the prosperity of society can truly be realized.

Keyword : Bureaucracy, Good Governance
A. PENDAHULUAN

Sejak lengsernya Pemerintahan Rezim Orde Baru yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun dan beralih ke Pemerintahan Orde Reformasi, dengan ditandai beralihnya kepemimpinan nasional dari Presiden Soeharto kepada Presiden BJ. Habibie, sejak itulah tuntutan demi tuntutan yang sangat kencang diarahkan kepada Pemerintah oleh berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa agar melaksanakan Reformasi Birokrasi secara total dengan menjalankan roda Pemerintahan secara baik dan benar atau yang dikenal saat ini dengan istilah Good Governance.

Reformasi birokrasi dan Good Governance merupakan dua konsep utama bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedua konsep ini saling terkait satu sama lainnya dan bukanlah merupakan konsep yang relatif baru. Namun demikian, sampai saat ini dan bahkan sampai kapanpun kedua konsep tersebut sangat berperan dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah yang menentukan dalam pencapaian kemajuan negara tersebut. Melalui reformasi birokrasi dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga mampu menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan  reformasi birokrasi akan sangat mendukung dalam penciptaan good governance. Karena reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan good governance.

Belajar dari berbagai kasus yang ada di dunia Internasional, maka keberhasilan dari reformasi birokrasi akan sangat tergantung dari adanya komitmen dan kepemimpinan nasional. Tanpa adanya komitmen dan kepemimpinan nasional akan menyebabkan gagalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sejak digulirkannya era baru otonomi daerah di Indonesia, telah muncul pemimpin-pemimpin di sejumlah daerah seperti Kabupaten Jembrana Bali dan Kabupaten Sragen Jawa Tengah yang memiliki komitmen dan kepemimpinan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di daerahnya masing-masing. Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh sejumlah daerah ini telah terbukti membawa dampak yang sangat signifikan dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

II. PERMASALAHAN.

 Isu reformasi birokrasi ini menjadi sangat relevan utamanya dalam mempercepat pemulihan krisis multidimensi yang belum tuntas. Sistem birokrasi di Indonesia yang menjadi pilar pelayanan publik menghadapi masalah yang sangat fundamental, yakni;

Sistem administrasi negara yang sekarang diterapkan adalah peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Struktur, sistem, norma, nilai dan regulasi yang ada masih berorientasi pada pemenuhan kepentingan penguasa dari pada pemenuhan hak-hak warga masyarakat
 Ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan perubahan struktur, norma, sistem, nilai dan perilaku yang berorientasi kolonial tersebut telah menyebabkan gagalnya upaya untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kualitas dan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik masih jauh dari harapan. Masih belum terciptanya budaya pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan. Sebaliknya yang terbentuk adalah obsesi para birokrat dan politisi untuk menjadikan birokrasi sebagai lahan pemenuhan hasrat dan kekuasaan. Dalam kultur yang demikian, korupsi,kolusi dan nepotisme menjadi sesuatu hal yang lumrah, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat seringkali terabaikan.

III. PEMBAHASAN.

A. Reformasi Birokrasi.

Jika kita mendengar kata birokrasi, maka terbayang oleh kita suatu prosedur yang kaku, berbelit-belit, waktu yang lama, biaya yang besar dan menimbulkan keluh kesah, yang pada akhirnya muncul pandangan masyarakat birokrasi itu tidak efisien dan bahkan tidak adil dan tidak transparan. Anggapan yang demikian tidak selamanya benar walaupun mungkin secara subyektif  banyak orang beranggapan demikian, ada baiknya kita kutip beberapa pendapat para ahli tentang birokrasi.

Blau dan Meyer menyatakan bahwa birokrasi merupakan organisasi-organisasi yang didirikan secara resmi yang dibentuk untuk memaksimalkan efisiensi administrasi. Apabila dikaitkan dengan fungsi pemerintahan dan pembangunan, maka birokrasi berkenaan dengan kelembagaan, aparat dan sistem serta prosedur dalam kegiatan yang dilaksanakan demi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Dalam kaitan itu Yahya Muhaimin (1991), mengemukakan birokrasi sebagai keseluruhan aparat pemerintah, sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah dan menerima gaji dari pemerintah karena  statusnya itu. 

Di sejumlah negara-negara berkembang yang sudah mengalami perubahan ke negara maju, reformasi administrasi negara merupakan langkah awal dan prioritas dalam pembangunan. Administrasi negara menjadi administrasi pembangunan, sekaligus menjadi instrumen penting pembangunan . Reformasi administrasi negara di negara-negara tersebut pada umumnya dilakukan melalui dua strategi yaitu ; 

Merevitalisasi kedudukan, peran dan fungsi kelembagaan yang menjadi motor penggerak reformasi administrasi, dan menata kembali sistem administrasi negara baik dalam hal struktur, proses, sumber daya manusia serta hubungan antar negara dengan masyarakat.

Reformasi administrasi ini sejalan dengan upaya untuk melakukan modernisasi administrasi pemerintahan. Belajar dari pengalaman beberapa negara, maka kunci dari keberhasilan pembangunan bangsa adalah bagaimana merevitalisasi administrasi negara. Seperti yang telah dilakukan oleh negara Korea Selatan yang telah melakukan reposisi dan revitalisasi peran administrasi negara sejak tahun 1980 an, dan semua usaha Korea Selatan untuk merevitalisasi administrasi negara tidaklah sia-sia, karena hasilnya adalah efisiensi dan terciptanya sistem adminsitrasi negara yang profesional, bersih  sehingga menjadikan pemerintahan yang berwibawa. 

Beberapa isu dan agenda yang tengah berkembang dalam kaitan dengan reformasi birokrasi adalah :

a. Modernisasi manajemen kepegawaian.

b. Restrukturisasi perubahan manajemen dan organisasi.

c. Rekayasa proses administrasi pemerintahan

d. Anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang partisipatif.

e. Hubungan-hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.

Dalam kaitan hambatan tersebut modernisasi dan reformasi birokrasi dapat dijalankan meliputi aspek eksternal dan internal. Pada aspek eksternal, reformasi birokrasi diletakkan pada penciptaan kontrak baru antara birokrasi dan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam aspek internal, reformasi birokrasi di Indonesia dapat diletakkan pada tiga titik tekan yaitu, debirokratisasi struktur internal birokrasi, modernisasi sistem dan prosedur internal birokrasi, dan peningkatan kemampuan aparat birokrasi.

Reformasi birokrasi bukanlah sekadar perubahan struktur dan reposisi birokrasi, melainkan lebih dari itu reformasi birokrasi harus meliputi perubahan sistem politik dan hukum secara menyeluruh, perubahan sikap mental dan perilaku aparat birokrasi dan masyarakat, serta perubahan pola pikir dan komitmen  pemerintah serta partai politik. Hal terpenting dalam reformasi birokrasi lainnya dalam reformasi birokrasi adalah komitmen dan kepemimpinan nasional. Tanpa komitmen baik dari lembaga ekskutif, legeslatif dan yudikatif, reformasi birokrasi hanyalah angan-angan belaka yang berada jauh di angkasa. 

B. Good Governance. 

Sofyan Effendi (2000), Good Governance diartikan sebagai kepemerintahan yang baik.  Bondan Gunawan ( Ismail Muhamad 1997) mengajukan padanan kata penyelenggaraan yang baik atau pemerintah yang bersih, pemerintahan yang berwibawa.

Good Governance merupakan issue yang paling mengedepan dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi.

Secara umum Good Governance mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum (Kashi Nisjar 1997). Berikut ini dikemukakan penjelasan tentang unsur-unsur tersebut:

1. Akuntabilitas, Tanggung gugat dari pengurusan, penyelenggaraan yang dilakukan governance kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkan.

2. Transparansi, yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak mengenai perumusan kebijaksanaan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Dengan kata lain, segala tindakan dan kebijaksanaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.

3. Keterbukaan, pemberian informasi secara terbuka, terbuka untuk open free suggestion, dan terbuka terhadap kritik yang merupakan partisipasi. Keterbukaan bisa meliputi bidang politik, ekonomi dan pemerintahan.

4. Aturan hukum, keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha berdasarkan hukum jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijaksanaan publik yang ditempuh. Juga dalam transaksi bidang sosial dan ekonomi. Penyelesaian konflik berdasarkan hukum yang berlaku.

5. Berdasarkan perihal tersebut di atas UNDP (Badan PBB untuk program pembangunan 1996) merumuskan karakteristik Good Governance sebagai berikut:

6. Participation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

7. Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.

8. Transparancy. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor.

9. Responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.

10. Consensus orientation. Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

11. Equity. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

12. Effectiviness and efficiency. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

13. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

14. Strategic vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif Good Governance dan pengembangan sumberdaya manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

          Kesembilan karakteristik tersebut di atas saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri ( LAN – BPKP 2000).

C. Reformasi Birokrasi, Good Governance Dan Otonomi Daerah.

a. Reformasi Birokrasi dan Good Governance.

        Upaya penciptaan good governance sangatlah dipengaruhi oleh adanya komitmen dan kepemimpinan nasional. Komitmen dan kepemimpinan nasional ini merupakan faktor kunci keberhasilan dari good governance. Ambil saja contoh reformasi birokrasi sebagai bagian dari upaya penciptaan good governance di Negara Jerman pada tahun 1867 (Prasojo, 2003a). Adalah Otto von Bismarck yang memiliki peran sangat besar dalam proses pembaharuan birokrasi Jerman yang masih dirasakan sampai saat ini. Komitmen dan kepemimpinan nasional Bismarck ini bahkan melahirkan pemikir-pemikir Birokrasi dunia, seperti Max Weber, Otto von Meyer.
Ada dua arah yang harus dituju oleh komitmen dan kepemimpinan nasional dalam penciptaan good governance di Indonesia. Pertama, komitmen untuk melakukan modernisasi birokrasi, dan Kedua, komitmen untuk menegakkan hukum bagi setiap pelanggaran birokrasi mulai dari kesalahan administrasi, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kedua komitmen ini setidaknya harus diberikan tidak saja oleh Pemerintah, dan terutama Presiden sebagai Kepala Negara, tetapi juga oleh lembaga-lembaga negara lainnya.

          Penciptaan good governance dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, responsivitas dan penegakan hukum. Dan inti dari upaya penciptaan good governance terletak pada reformasi birokrasi. Tidak adanya akuntabilitas dalam birokrasi di Indonesia merupakan faktor pendorong untuk melakukan reformasi birokrasi di Indonesia. Ketiadaan akuntabilitas ini menyebabkan penggunaan birokrasi sebagai mesin kekuasaan pemerintah. Akuntabilitas dalam birokrasi dimaksudkan, bahwa setiap aktivitas dan penggunaan dana yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, karena itu adalah ciri yang dipersyaratkan oleh good governance.
b. Peran Otonomi Daerah dalam Reformasi Birokrasi dan Good   Governance.

Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan refleksi hubungan antara pusat dan daerah yang terus akan bergulir dalam proses demokratisasi. Administrasi publik berperan penting untuk ikut menentukan konstruksi hubungan pusat dan daerah di Indonesia, juga ikut membangun kapasitas pemerintahan daerah. Karena isu ini bukan isu sesaat tetapi isu yang terus dan akan berlanjut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam isu ini terkandung substansi yang sangat luas terutama untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan ekonomis, juga dalam rangka untuk meningkatkan proses demokrasi di tingkat lokal.
Penyelenggaraan desentralisasi diharapkan dapat memberikan sejumlah dampak positif terhadap fungsi pelayanan birokrasi kepada masyarakat di daerah dengan beberapa alasan yang mendasarinya: Pertama, melalui otonomi daerah jalur birokrasi Pusat ke Daerah menjadi lebih singkat. Kedua, proses reformasi birokrasi  melalui otonomi daerah akan memperkuat partisipasi masyarakat. Ketiga, reformasi birokrasi akan meningkatkan kompetisi antar daerah. Keempat, melalui kompetisi akan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab birokrasi dalam pelayanan publik untuk mempercepat proses pembangunan  dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelima, Otonomi daerah akan menjadikan struktur pengarah dalam penciptaan local good governance, yaitu Pemerintahan Daerah yang berbasis pada transparansi, akuntabilitas, participatory democracy dan rule of law (Prasojo, 2003b). Dengan kata lain elemen-elemen good governance tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif oleh Pemerintah Daerah jika unit-unit Desentralisasi menjadi motor dan katalisator pembangunan dan perubahan di daerah. Dengan demikian, desentralisasi politik dan dukungan Administrasi Publik lokal menjadi salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan good governance.
Good Governance juga tidak bisa dilepaskan dari usaha mereformasi birokrasi di daerah. Dalam artian bagaimana mempersiapkan birokrasi yang telah ada untuk dapat mendukung implementasi dari prinsip-prinsip good governance tersebut. Karenanya Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah tidak dapat dihindarkan dan merupakan suatu keharusan. Reformasi Birokrasi pemerintah daerah ini harus diarahkan pada beberapa kepentingan ; Pertama, untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat sebagai pembayar pajak. Kedua, mempertanggung jawabkan penerimaan maupun penggunaan sumber-sumber keuangan publik, dan Ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas internal instansi pemerintah di daerah, terutama untuk menjadikan anggaran publik sebagai salah satu basis pengambilan keputusan.
Efek positif dari desentralisasi politik dan reformasi birokrasi sebagai basis penciptaan local good governance sebagaimana disebutkan di atas bukan tanpa masalah. Ketidakmampuan Daerah secara personal dan finansial dapat menjadi hambatan keberhasilan proses tersebut. Hal ini dapat terjadi jika proses transformasi dari sistem yang sentralistis-hirarkhis menjadi desentralistis-partisipatif tidak memiliki kejelasan peraturan pelaksanaan di lapangan. Sehingga dalam hal ini, hukum harus menjadi dasar proses reformasi birokrasi untuk menuju good governance (Prasojo, 2003).
Faktor lainnya yang akan mempengaruhi implementasi desentralisasi menurut Denis Rondenelli (1983) adalah kuatnya dukungan politik dan administratif dari Pemerintah Pusat, pengaruh perilaku, tingkah laku dan budaya, faktor-faktor organisasi, sumberdaya keuangan, manusia, dan fisik yang cukup kuat dan memadai.
Tak kalah pentingnya dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan good governance di era otonomi daerah, jika prosedur-prosedur good governance dan reformasi birokrasi sudah diterapkan oleh birokrasi-birokrasi di daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, responsivitas aparat birokrasi serta penegakan hukum dan struktur kelembagaan yang fleksibel, maka lembaga perwakilan ( DPRD) selaku lembaga pengawas jalannya pemerintahan yang merupakan representasi rakyat di daerah, harus meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan fungsinya berupa Fungsi legeslasi, Pengawasan, dan Penganggaran.
Apabila DPRD mampu meningkatkan ke tiga fungsinya tersebut secara baik dan benar, diharapkan pelaksanaan good governance dan reformasi birokrasi tidak akan jalan ditempat. Selain itu yang tidak kalah pentingnya agar Reformasi Birokrasi dan Good Governance berhasil dengan baik di era otonomi daerah, fungsi kontrol dan pengawasan oleh masyarakat dan pers harus didorong dengan baik oleh Kepala Daerah beserta jajaran birokrasi dibawahnya, agar dapat mengawal program-program pembangunan yang telah direncanakan.. 

IV. PENUTUP

Reformasi birokrasi dan good governance akan berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, jika memperhatikan aspek-aspek berikut; Kemauan politik dan komitmen yang kuat dari Kepala Daerah sebagai pemimpin tertinggi birokrasi di daerah untuk melaksanakan program, yang dimulai dengan membangun kesamaan visi, misi dan tujuan serta sasaran yang jelas dengan segenap aparat birokrasi, kepercayaan dan keterlibatan aparat birokrasi dalam pelaksanaan program sangat menentukan. Kemauan dan komitmen politik seorang Bupati atau Walikota saja tidak cukup, namun harus  mendapatkan dukungan dan motivasi yang kuat dari aparat birokrasi untuk membuat dan melaksanakan program  pembangunan.

Kepala daerah beserta aparatnya dituntut untuk melakukan kerjasama yang baik dengan unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), dan melibatkan organisasi lokal seperti lembaga dan tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan akademisi, dalam rangka proses penyusunan skala prioritas pembangunan dan pelaksanaannya, serta monitoring dan evaluasi program pembangunan. 

Efisiensi dan efektifitas pembangunan disemua sektor serta upaya mengubah paradigma dan budaya organisasi. Untuk pelaksanaan pembangunan harus dipilih alternatif paling efisien dan efektif serta memiliki nilai ekonomis, sehingga tidak terjadi pemborosan dana. 

Keberhasilan program pembangunan salah satunya ditentukan oleh dukungan paradigma dan budaya aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Upaya mengubah paradigma dan budaya aparat birokrasi ini juga menjadi hal yang signifikan mengingat tantangan yang semakin besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah di zaman global seperti sekarang ini.

Pemilihan skala prioritas program pembangunan. Keberhasilan dari program juga ditentukan oleh keberpihakan program-program tersebut terhadap kebutuhan masyarakat. Karenanya, dalam pengembangan suatu program perlu diperhatikan sejauhmana program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu juga perlu perhatian yang serius keterkaitan dan ketersinambungan program-program satu dengan program-program lainnya. 

Pada saat Pemilu Kepala Daerah agar mendorong terpilihnya figur-figur Calon Pemimpin yang memiliki komitmen dan kepemimpinan yang kuat untuk mendorong terwujudnya reformasi birokrasi dan good governance untuk menjadi Kepala Daerah. Oleh karenanya momentum pemilihan Kepala Daerah secara langsung dapat menjadi pilar utama guna mewujudkan kondisi itu. 
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PROFESIONALISME DAN KINERJA APARATUR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

(Studi Pada Bagian Kepegawaian Pemerintah Daerah Kota Palu)

Mukarramah Nasir, S.Sos., M.Si

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur di Pemerintah kota Palu. Untuk memudahkan mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah kota Palu telah memperoleh hasil yang meningkat dalam merealisasikan kegiatan dalam rangka pendayagunaan aparatur pemerintah daerah ini melalui peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintahnya dalam segi kemampuan dan keahlian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan dalam segala aspek bidangnya. Ini terlihat dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari sebagai pelayan masyarakat, yang terus senantiasa ditingkatkan kualitasnya dan hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota Palu benar-benar kompeten dan serius dalam meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah melalui pendayagunaan aparatur pemerintah daerahnya.
Keyword : Profesionalisme, Kinerja, Pelayanan Publik
I. PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah telah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur dalam upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan efesien.  Selain itu, pemberian otonomi daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab telah memacu daerah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya daerah, termasuk pendayagunaan sumber daya aparatur yang merupakan salah satu faktor penentu dalam mewujudkan keefektifan pelaksanaan otonomi daerah.

Berbagai perkembangan yang terjadi dewasa ini telah menyadarkan pemerintah akan pentingnya berfikir kembali tentang pendekatan yang digunakan selama dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Dari segi administrasi dan manajemen publik, perkembangan tersebut diwarnai dengan perubahan paradigma, dimana peran pemerintah telah bergeser dari unsur pelaksana pembangunan menjadi unsur yang lebih banyak melakukan pengaturan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Peran swasta diharapkan menjadi lebih dominan dengan demikian akan mengarah pada terwujudnya pemerintahan yang lebih efesien, efektif, akuntabel serta mengutamakan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Aparatur pemerintah kota Palu khususnya pada bagian kepegawaian, salah satu cara yang ditempuh adalah mendayagunakan dan mengembangkan kemampuan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan bukan saja untuk menangani pekerjaan mereka pada saat itu tetapi juga untuk pekerjaan-pekerjaan di masa yang akan datang terutama untuk mengarahkan pada pemberian pelayanan publik yang lebih professional. 

Dengan profesionalisme dan kinerja aparatur berarti kompetensi cenderung mampu mengatasi persoalan–persoalan yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kemudian usaha pemerintah ke arah tersebut nampaknya belum dapat memperbaiki kinerja aparatur secara optimal, dan hal tersebut hanya berupa harapan-harapan dan belum dapat direalisasikan sesuai yang direncanakan. Perkembangan yang terjadi justru semakin mensyaratkan adanya aparatur pemerintah yang kurang memiliki kualifikasi sesuai yang diperlukan oleh lembaga pemerintah dan swasta.


Pemerintah Kota Palu dalam menjawab dan mengatasi masalah-masalah yang timbul terhadap pelayanan teknis maupun administratif bagi pegawai yang berhadapan langsung dengan masyarakat, maka sangat diperlukan aparatur yang professional dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur telah dimulai pada lembaga-lembaga dalam Pemerintah kota Palu yakni melalui proses penataan kelembagaan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Kondisi tersebut memberikan impilikasi pada sumber daya aparatur yang ada khususnya di Bagian Kepegawaian Pemerintah Kota Palu.

Dengan situasi demikian kedudukan pegawai negeri harus mampu menempatkan diri pada posisi yang sebenarnya yaitu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang berorientasi pada kinerja (performance). Kinerja aparatur selama ini selalu dijadikan sebagai tolok ukur untuk menentukan keberhasilan suatu organisasi. Kinerja merupakan perihal yang penting dan perlu mendapat perhatian yang cukup, dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu faktor untuk menunjang peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur adalah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Karena dengan mendapat pendidikan dan pelatihan para aparatur akan lebih memahami maksud, tujuan serta tugas pokok individu yang diarahkan kepada tujuan organisasi. Dengan demikian akan lebih menaruh minat dan perhatian pada bidang tugasnya masing-masing.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik akan meneliti tentang Profesionalisme dan Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian Kepegawaian Pemerintah Kota Palu. 

II. PERMASALAHAN

Dengan berdasar pada uraian latar belakang tesebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : Bagaimana upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur dalam kualitas pelayanan publik di Bagian Kepegawaian Pemerintah Kota Palu dan Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur dalam kualitas pelayanan publik pada Bagian Kepegawaian Pemerintah Kota  Palu?

III. METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur di Pemerintah kota Palu. Untuk memudahkan mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses yang merupakan hal yang emosional, latar belakang alami (natural setting) digunakan sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri sebagai instrument kunci (Lincoln dan Guba dalam Moleong, 1990).

Selain itu metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistik sifatnya, namun mendalam (indepth) dan menyeluruh (holistik), dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita kenal dengan variable (Soetandyo, 1997 : 6). Hal ini senada dengan pernyataan Strauss dan Corbin (1990:17) dengan jelas mengartikan bahwa : By the term qualitative research we mean ny kind of research that produces finding not arrived at by means of statistical procedures or orther mens quantification. It behavior, but lso or organizational functioning, social, movement, or interactional relationships.

Pertimbangan lain dalam penelitian yang bersifat kualitatif adalah bahwa dampak kebijakan tidak hanya mengungkapkan peristiwa riil yang biasa di kuantitatifkan, tetapi lebih dari itu hasilnya diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi dari kebijakan tersebut. Selain itu penelitian ini akan lebih peka terhadap informasi yang bersifat kualitatif diskriptif dengan relatif berusaha mempertahankan keutuhan dari objek yang diteliti.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Visi dan Misi 
Visi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Palu adalah melaksanakan manajemen PNS sesuai peraturan kepegawaian agar PNS Pemerintah Kota Palu dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai unsur aparatur negara dan pelayan masyarakat yang profesional.

Misi Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Palu adalah Meningkatkan kwalitas pegawai melalui perencanaan dan pengembangan karir pegawai, Menerbitkan SK pengangkatan CPNS, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai, tepat waktu, Menerbitkan SK pensiun, tepat waktu, Meningkatkan pelayanan administrasi, yang menyangkut kesejahtraan PNS, dan Menyediakan data kepegawaian secara komputerisasi.

B. Upaya Dalam Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja
Upaya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjadi kewenangan dari bagian kepegawaian pada pemerintah kota Palu. Pemerintah kota Palu mengadakan kegiatan pengembangan pegawai ini dengan landasan hukum pembinaan pegawai negeri sipil sebagai berikut ;

1) Pasal 27 ayat 2 UUD 1945;

2) Undang-undang pokok kepegawaian nomor 8 tahun 1974 beserta aturan-aturan pelaksana mulai dari peraturan pemerintah, keputusan dan edaran yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN);

3) Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang mengatur tentang keselamatan kerja yang bekerja di tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha yang dikaitkan dengan adanya bahaya di tempat kerja tersebut;

4) Selanjutnya sebagai pelaksana atas undang-undang tersebut dikeluarkan berbagai peraturan baik yang berbentuk PP, Kepres, Kepmen maupun dalam bentuk surat edaran dari pejabat yang berwenang.

Adapun peraturan pelaksana undang-undang nomor 8 tahun 1974 adalah PP nomor 10/1979 tentang daftar penilaian peleksanaan pekerjaan, PP no. 15/1979 tentang daftar urut kepangkatan, PP no. 3/1980 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, PP nomor 16/1999 tentang jabatan fungsional PNS, keputusan Mendagri No. 72/1985 tentang Diklat jabatan struktural di jajaran Departemen Dalam Negeri.

Kegiatan pengembangan karyawan ini meliputi pula kegiatan pemberian penghargaan pada pegawai negeri sipil yang punya prestasi tertentu. Seperti dijelaskan dalam penyajian data bahwa pemerintah daerah Kota Palu memberikan penghargaan berupa satyalencana karya satya. Hal tersebut tentu dimaksudkan untuk memotivasi pegawai agar dapat lebih meningkatkan kariernya termasuk disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dalam pada itu, pengembangan karyawan pada dasarnya mengarah pada peningkatan pengetahuan, kecakapan, keterampilan maupun sikap-sikap pegawai. Pegawai yang punya mutu adalah mereka yang punya kecakapan dan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan serta dapat memelihara dan meningkatkan kecakapan dan kemampuannya secara pasti dan teratur.

Usaha pengembangan karyawan dalam rangka pendayagunaan aparatur pemerintah daerah tersebut bersifat menyeluruh dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, berencana dan terpadu. Sehingga kegiatan tersebut akan dapat menghasilkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, berkualitas tinggi serta sadar akan tanggung jawab sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat.
Kegiatan pengembangan karyawan atau pegawai yang telah dilakukan pemerintah daerah kota Palu adalah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, yang ditangani langsung oleh sub bagian diklat. Kegiatan diklat merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan, keahlian dan keterampilan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Diklat yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Palu ini berupa diklat penjenjangan struktural dan teknis fungsional.

Pelaksanaan diklat di lingkungan pemerintah kota Palu ini, untuk diklat penjenjangan sasarannya adalah para pejabat golongan tertentu yang menduduki jabatan dalam struktur jabatan lingkup Depdagri dan isntansi/dinas yang masuk otonomi daerah. Sedang untuk diklat teknis fungsional sasarannya adalah pegawai yang ditugaskan dalam bidang teknis pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan lapangan/sektoral, yaitu yang berkaitan dengan bidang tugas spesifik dalam semua unit kerja seperti komputer, tata naskah, tata arsip dan sebagainya.

Dalam hal ini pemerintah kota Palu hanya sebagai pelaksana kegiatan diklat. Sementara sebagai penyelenggaran adalah Depdagri, wilayah dan propinsi.

Untuk diklat penjenjangan, pemerintah kota Palu berupa diklat SPADA, SPALA, SPADYA, SPATI dengan persyaratan tertetu sebagaimana dijelaskan dalam penyajian data. Setelah dianalisa, mulai dari tahun 2004-2007, jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat struktural penjenjangan adalah sebagaimana tabel berikut :

Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2008-2011

	No
	Jenis Diklat
	Jumlah

	1.
	SPAMEN
	17

	2.
	SPADYA
	80

	3.
	SPALA
	-

	4.
	SPADA
	160

	
	Jumlah 
	257


Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dianalisa bahwa dari jumlah seluruh pegawai yang ada, ternyata hanya sejumlah itu yang telah mengikuti diklat struktural selama 4 tahun terakhir, berarti sangat sedikit. Tentu saja hal ini harus dapat ditingkatkan lagi. Mengingat kegiatan diklat ini telah mampu mendorong pegawai untuk meningkatkan karier dan prestasi kerja mereka.

Penyelenggaraan diklat penjenjangan pada umumnya adalah untuk mempromosikan PNS pada suatu jabatan tertentu dan juga untuk memantapkan jabatan yang telah dipangku oleh PNS tersebut. Penempatan jabatan tidak hanya didasarkan pada diklat yang telah diikuti oleh PNS tersebut, melainkan juga didasarkan pada kemampuan PNS tersebut dan juga persyaratan yang lainnya seperti pangkat atau golongan dan usia untuk menduduki suatu jabatan tertentu. PNS yang telah mengikuti diklat tentunya akan terus mendapat pemantapan dari kepala bagian kepegawaian dan setwilda untuk selanjutnya mendapat jabatan atau promosi jabatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaaan aparatur pemerintah daerah kota Palu terutama dalam hal tingkat pendidikan, maka kualitas dan kuantitas pegawai harus dapat ditingkatkan melalui kegiatan diklat ini. Meskipun kegiatan diklat ini diakui banyak meluangkan waktu, namum dirasakan sasarannya tepat. Artinya mereka-mereka yang ditunjuk untuk mengikuti diklat adalah mereka-mereka yang dianggap layak untuk mendapatkannya.

Dari uraian tersebut, maka dapatlah ditarik verifikasi bahwa dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah kota Samarinda benar-benar secara optimal dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan pendayagunaan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja.
Dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah kota Palu diketahui ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur pemerintah daerah melalui pendayagunaan dan pengembangan aparatur guna meningkatkan pelayanan publik adalah berkaitan dengan masalah pegawai yaitu jumlah pegawai, tingkat pendidikan pegawai ataupun mutasi pegawai.

Apabila ditinjau lebih lanjut pada faktor sumber daya manusia yang ada pada bagian kepegawaian pemerintah kota Palu, yaitu tentang kurang meratanya transformasi pengetahuan, serta sangat erat hubungannya dengan budaya yang melekat pada pegawai-pegawai instansi tersebut.. Dimana budaya tersebut adalah kurangnya kesadaran tentang budaya kerja cepat, budaya kerja keras, jujur, berpikir positif, dan budaya berkarya atau dengan kata lain kurang inisiatif dan inovatif.

Banyak faktor yang dapat membentuk budaya yang melekat tersebut, antara lain pertama, yaitu berhubungan dengan kompleksitas dan kekakuan peraturan. Dengan kompleksnya peraturan dan kakunya peraturan, para pegawai cenderung menggunakannya sebagai tameng untuk menghindarkan diri dari rasa tanggung jawab terutama dalam menghadapi masalah baru yang tidak dapat diantisipasi timbulnya atau belum ditetapkan dalam suatu peraturan (Islamy dalam Riyadi (2003:33)).kedua, yaitu kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi pegawai. Dimana yang menjadi kendala yaitu jumlah delegasi pegawai dari instansi-instansi dan komunitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, sebab dalam jumlah pegawai yang didelegasikan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut proporsional dengan struktur organisasi yang ada, dapat mempermudah dan mempercepat pentransformasian pengetahuan dalam instansi. Kontinuitas pendidikan dan pelatihan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan secara rutin yang nantinya dapat digunakan untuk menyesuaikan antara kebijakan maupun peraturan dengan keadaan dan kondisi sekarang ini yang semakin kompleks. Pemberian tanggungjawab yang lebih besar hanya mungkin biasa dilakukan kepada pegawai yang mempunyai kompetensi yang memadai (Islamy, dalam Riyadi (2002:43)).

Selain hal tersebut, faktor penghambat lainnya yang besar kemungkinannya biasa saja terjadi yaitu pembengkakan birokrasi, melihat bidang dan tugas yang ditangani bagian kepegawaian pemerintah kota Samarinda sangat banyak, dapat meningkatkan pembengkakan birokrasi. Ini dapat dilihat dari struktur organisasi pada pemerintah kotaPalu yang begitu besar dan luas. Pembengkakan birokrasi dapat mengakibatkan pengawasan, pengendalian, dan koordinasi sangat sulit dilaksanakan (Islamy dalam Riyadi (2002:44)). Dengan demikian pembengkakan birokrasi akhirnya juga mengakibatkan bertumpuknya pegawai disebabkan oleh garis pertanggungjawaban yang rancu dan tugas-tugas yang tidak jelas. Dan semakin besarnya garis birokrasi yang ada maka semakin panjang alur informasi yang harus dilewati. Dengan demikian maka upaya untuk lebih meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik menjadi berkurang.

V. P E N U T U P

A. Kesimpulan 

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Palu adalah dengan mendayagunakan aparatur pemerintah darah yang telah menjadi program rutin yang harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu, sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas kerja, terlebih dalam hal peningkatan di segala bidang yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat luas.

Pemerintah kota Palu telah memperoleh hasil yang meningkat dalam merealisasikan kegiatan dalam rangka pendayagunaan aparatur pemerintah daerah ini melalui peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintahnya dalam segi kemampuan dan keahlian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan dalam segala aspek bidangnya;

Peningkatan yang telah dicapai pemerintah daerah kota Palu dalam rangka pendayagunaan aparatur pemerintah daerah, terlihat dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari sebagai pelayan masyarakat, yang terus senantiasa ditingkatkan kualitasnya dan hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota Palu benar-benar kompeten dan serius dalam meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah melalui pendayagunaan aparatur pemerintah daerahnya.

Disamping jumlah pegawai dan mutasi kepegawaian, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam upaya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah melalui pendayagunaan dan pengembangan sumber daya aparatur adalah kurang meratanya pengetahuan, budaya sumber daya aparatur, dan pembengkakan birokrasi.

B. Saran

Adapun dari beberapa pengamatan yang dilakukan selama penelitian dan juga berdasarkan hasil pembahasan dan analisa data di atas tadi, maka ada beberapa hal yang mungkin dapat dijadikan bahan masukan, bahan pertimbangan bagi pemerintah kota Palu. Oleh karenanya beberapa saran yang dapat dikemukakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Ada baiknya apabila untuk masa yang akan datang pelaksanaan upaya-upaya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik, khususnya di kota Palu maka perlu untuk ditingkatkan lagi upaya-upaya yang dilakukan dan jangan terbatas pada pengembangan pegawai dan program pendidikan dan pelatihan saja;

2. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ada baiknya pihak pemerintah daerah bersikap lebih disiplin, dalam arti tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga tidak menyulitkan masyarakat yang mungkin terkadang merasa dibuat sulit;

3. Sebagai langkah awal dalam menyiapkan aparatur pemerintah yang bermutu adalah melaksanakan program pengembangan yang tepat, baik mulai dari sistem dan pola rekruitmen sampai dengan pegawai tersebut pensiun. Sistem penerimaan pegawai harus benar-benar teruji. Selain itu yang juga sangat penting adalah dengan meningkatkan kompetensi dan keterampilan yang ada sehingga benar-benar memahami tugas dan fungsinya serta dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

4. Segala bentuk hambatan, bukanlah harus menjadi penghalang bagi setiap lembaga publik untuk selalu berperilaku inefektif dan inefisien. Fungsi dan tugas yang diemban sebagai abdi terhadap masyarakat luas, harus selalu dikedepankan agar memiliki batasan yang jelas dalam merumuskan perencanaan strategis, maupun pada tingkat penyusunan program kerja.
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PUBLIC SPEAKING : SENI MENJADI PEMBICARA YANG BAIK

MENURUT PARADIGMA ILMU KOMUNIKASI

Ghufron, Drs., M.Si

Abstract

God among the most great gifts for human is the ability to communicate, namely the ability to reveal the contents of his heart with the sound emitted from the mouth. We are judge each day by our speech, said Dale Carnagie. Talk show nation; talk express, whether you're an educated or rude. People often pay attention to the ways and forms of clothes to look appropriate and exciting. But people often forget to pay attention to the ways and forms of spoken conversation to look good and good to hear. Public speaking according to the study of Communication Studies is one specialized form of communication in the form of delivery of the message / speech delivered in front of the crowd someone (mass) of something of social problems. Not everyone can and able to be public speaking and people who can and can become public speaking, not necessarily able and capable of being a good public speaking. But to become a good public speaking and everyone can afford. Rhetoric as a sub discipline of Communication Studies can be an entry point for someone who has a willingness/desire to become a good public speaking. 
Keywords : Public speaking, Communication Studies, Rhetoric

I. PENDAHULUAN

Di antara karunia tuhan yang paling besar bagi manusia adalah kemampuan berbicara/berkomunikasi, yaitu kemampuan untuk mengungkapkan isi hatinya dengan  bunyi yang dikeluarkan dari mulut. Berbicara telah membedakan manusia dari makhluk lainnya. Kambing dapat mengembik, tetapi ia tidak dapat menceritakan pengalaman masa kecilnya kepada kawan-kawannya. Dengan berbicara, manusia mengungkapkan dirinya, mengatur lingkungannya, dan pada akhirnya menciptakan bangunan budaya insani.

Lama sebelum lambang-lambang tulisan digunakan, orang sudah menggunakan bicara sebagai alat kontak sosial. Bahkan setelah tulisan ditemukan sekalipun, bicara tetapi lebih banyak digunakan. Ada beberapa kelebihan bicara yang tidak dapat digantikan dengan tulisan. Bicara lebih akrab, lebih pribadi (personal), lebih manusiawi sehingga tidak mengherankan jika “ilmu bicara/ilmu komunikasi” telah dan sedang menjadi perhatian manusia.

Kemampuan bicara bukan saja diperlukan di depan sidang parlemen, di muka hakim, atau di hadapan massa. Kemampuan bicara dihajatkan dalam hampir seluruh kegiatan manusia sehari-hari. Ada pendapat yang mengatakan, bahwa 75% waktu bangun kita berada dalam kegiatan komunikasi, dan kita hampir dapat memastikan, bahwa sebagian besar kegiatan komunikasi itu dilakukan secara lisan. We are judge each day by our speech, ujar Dale Carnagie. Bicara menunjukkan bangsa; bicara mengungkapkan, apakah Anda seorang terpelajar atau kurang ajar. Orang sering memperhatikan cara dan bentuk pakaian yang dikenakannya agar kelihatan pantas dan menarik. Tetapi orang sering lupa memperhatikan cara dan bentuk pembicaraan yang diucapkannya agar kelihatan baik dan enak didengar.

II. PERMASALAHAN

Public speaking tidak hanya sekedar mengemas, menyusun, atau mengkonsep pesan untuk kemudian dibacakan/disampaikan, tetapi  sekaligus juga bagaimana cara, gaya, atau teknik penyampaian pesan tersebut dihadapan orang banyak Tidak semua orang bisa dan mampu menjadi public speaking dan orang yang bisa dan mampu menjadi public speaking, belum tentu bisa dan mampu menjadi public speaking yang baik. Tetapi untuk menjadi public speaking yang baik semua orang bisa dan mampu. Mengapa? Karena ada ilmunya! Ada ilmu yang dapat membimbing, mengarahkan dan mempraktekkan seseorang untuk menjadi public speaking yang baik. Bagaimana ilmunya?

III. PEMBAHASAN

A. Menjadi Public Speaking Yang Baik
Public Speaking menurut kajian Ilmu Komunikasi adalah salah satu bentuk spesialisasi komunikasi berupa penyampaian pesan/ pembicaraan yang disampaikan seseorang dihadapan orang banyak (massa) tentang sesuatu masalah sosial. Ada 2 (dua) ciri khusus public speaking. Pertama, public speaking harus disampaikan seseorang dihadapan orang banyak/massa. Kedua, topik pembicaraan adalah tentang masalah sosial atau yang menyangkut orang banyak. 

Sering kita mendengar seseorang yang berpidato panjang lebar tanpa memperoleh apa-apa daripadanya selain kelelahan dan kebosanan! Seorang penulis besar pernah diundang memberikan ceramah di depan mahasiswa. Di mimbar, dengan tenang dia memasang kacamata dan membuka makalahnya. Setelah itu, dia terus menerus membaca makalah. Ketika dia mengangkat kepalanya, sebagian besar hadirin sudah meninggalkan tanpa sepengetahuannya. Penulis itu mempunyai kepercayaan diri dan kredibilitas tinggi, tetapi tidak memiliki keterampilan menyampaikan. 

Kemampuan berbicara bisa merupakan bakat. Tetapi kepandaian berbicara yang baik, tidak hanya bakat saja yang diperlukan, tetapi juga  memerlukan pengetahuan dan latihan. Tantowi Yahya mengatakan, untuk menjadi pembicara yang baik ada dua syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi. Pertama, “will/kemauan”. Kedua, ”practice/latihan”. Kemauan untuk belajar atau mencari pengetahun tentang bagaimana menjadi pembicara yang baik, baik melalui buku, mengikuti diklat/workshop/seminar, atau bertanya pada ahlinya. Jika semua ilmu tersebut sudah diperoleh, maka jangan lupa untuk mempraktekkan/melatihnya.   

Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan untuk menjadi public speaking yang baik. Retorika sebagai sub disiplin Ilmu Komunikasi bisa menjadi pintu masuk bagi seseorang yang memiliki kemauan/keinginan untuk menjadi public speaking yang baik. Pengertian retorika biasanya dianggap negatif, dimana retorika seolah-olah hanya seni propaganda saja, dengan kata-kata yang bagus bunyinya tetapi disangsikan kebenaran isinya. Padahal asli arti retorika jauh lebih mendalam, yaitu pemekaran bakat-bakat tertinggi manusia, yaitu rasio dan cita rasa lewat bahasa selaku kemampuan untuk berkomunikasi dalam medan pikiran. 

Retorika sebagai “ilmu bicara” sesungguhnya diperlukan dan wajib dipejari oleh setiap orang apapun profesi dan jabatannya. Aristoteles, salah satu retorik yang andal dan murid Plato yang paling cerdas, merumuskan The Five Canons of Rhetoric/ Lima Hukum Retorika, yaitu lima tahap penyusunan pidato yang terdiri dari :

1.
Inventio/Penemuan.
Pada tahap ini, pembicara menggali/mencari/menemukan topik yang akan dibicarakan dan meneliti khalayak untuk mengetahui metode persuasi yang paling tepat.

2.
Dispositio/Penyusunan.

Pada tahap ini, pembicara merumuskan/menyusun/mengemas naskah pidato atau mengorganisasikan pesan, yang biasanya mengikuti kebiasaan berpikir manusia, yaitu terbagi atas pengantar/pendahuluan, pernyataan/permasalahan yang diangkat, argument/pembahasan permasalahan, dan epilog/penutup.

3.
Elucutio/Gaya.


Pada tahap ini, pembicara memilih kata-kata dan menggunakan bahasa yang tepat untuk “mengemas” pesan yang akan disampaikan. Aristoteles memberikan advis/nasihat agar “(1) menggunakan bahasa yang tepat, benar, dan dapat diterima; (2) pilih kata-kata yang jelas dan langsung; sampaikan kalimat yang indah, mulia, dan hidup; (3) dan sesuaikan bahasa dengan pesan, khalayak, dan pembicara.

4.
Memoria/Memori.


Pada tahap ini, pembicara harus mengingat apa yang akan disampaikan dengan mengatur bahan-bahan pembicaraannya.

5.
Pronuntiatio/Penyampaian.

Pada tahap ini, pembicara menyampaikan pesannya secara lisan. Di sini akting sangat berperan. Pembicara harus memperhatikan olah suara dan gerakan-gerakan anggota tubuh.

Public speaking memang kegiatan komunikasi yang khas. Tetapi kekhasannya sama sekali tidak berarti, bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menjadi public speaking. Semua orang dapat menjadi public speaking yang baik, jika mengetahui dan mempraktekkan tiga prinsip penyampaian pidato (ada juga yang menyebutkan sebagai tiga rukun pidato atau trisula pidato). Ketiga rukun pidato tersebut adalah (1) pelihara kontak visual dan kontak mental dengan audiens (Kontak); (2) gunakan lambang-lambang auditif atau usahakan agar suara Anda memberikan makna yang lebih kaya pada bahasa Anda (Olah Vokal); dan (3) berbicaralah dengan seluruh kepribadian Anda, dengan wajah, tangan, dan tubuh Anda (Olah Visual). 


Sejak zaman Yunani, tatkala komunikasi masih berkisar pada komunikasi lisan (yang waktu itu dinamakan retorika), maka kepada pembicara/komunikator (yang dalam retorika disebut orator/retor) ditekankan agar melengkapi diri dengan : 

1. 
Ethos berarti “sumber kepercayaan” yang ditunjukkan oleh seorang orator. Anda harus sanggup menunjukkan kepada audiens/ khalayak, bahwa Anda memiliki pengetahuan yang luas, kepribadian yang terpercaya, dan status yang terhormat.

2.
Pathos berarti “imbauan emosional” yang ditunjukkan oleh seorang orator dengan menampilkan gaya dan bahasanya yang membangkitkan kegairahan dengan semangat yang berkobar-kobar kepada khalayak. Di sini, Anda harus menyentuh hati khalayak, seperti perasaan, emosi, harapan, kebencian, dan kasih sayang mereka.

3.
Logos berarti “imbauan logis”  yang ditunjukkan seorang orator, bahwa uraiannya masuk akal sehingga patut diikuti dan dilaksanakan oleh khalayak. Di sini Anda meyakinkan khalayak dengan mengajukan bukti. Anda mendekati khalayak lewat otaknya. Adanya ethos, pathos, dan logos yang dimiliki oleh pembicara, menurut Aristoteles merupakan cara untuk mempengaruhi orang lain agar mau menerima dan atau mengikuti apa-apa yang dikomunikasikan atau sesuai yang diharapkan pembicara. 

B. Kecemasan Komunikasi : “Penyakit” Dalam Berkomunikasi
Banyak Istilah Yang Digunakan Untuk “Penyakit” Kecemasan komunikasi ini, seperti demam panggung (stage fright) atau kecemasan bicara (speech anxiety), dimana seseorang merasa gugup, grogi, atau gemetar ketika akan berkomunikasi dengan orang lain atau akan berkomunikasi dihadapan sejumlah orang, seperti pidato atau penyuluhan. Banyak gejala yang bisa diamati atau dirasakan oleh orang yang menderita kecemasan komunikasi, seperti detak jantung yang cepat, telapak tangan berkeringat, suara bergetar dan parau, lupa atau ingatan hilang, atau tangan dan kaki bergetar. 

Menurut para psikolog, gejala-gejala yang muncul sebagai akibat kecemasan komunikasi adalah reaksi yang alamiah. Ada beberapa sebab orang mengalami kecemasan komunikasi. 

1. Pertama, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak tahu, bagaimana memulai pembicaraan. Ia tidak dapat memperkirakan apa yang diharapkan pendengar. Ia menghadapi sejumlah ketidakpastian. Untuk mengobatinya, latihan dan pengalaman sangat menentukan. 

2. Kedua, orang menderita kecemasan komunikasi karena tahu akan dinilai. Berhadapan dengan penilaian membuat orang nervous. Penilaian dapat mengangkat atau menjatuhkan harga dirinya, dan hal yang harus dilakukan adalah mempersiapkan diri dengan baik sehingga mendapat penilaian yang baik. 

3. Ketiga, jika pembicara berhadapan dengan situasi yang asing dan ia tidak siap.

Kecemasan komunikasi adalah batu sandungan yang besar ketika menjadi public speaking. Kecemasan komunikasi menghilangkan kepercayaan diri dan mempengaruhi kredibilitas pembicara/ komunikator.  Betapa pun bagusnya pesan yang dibuat dan akan disampaikan,  tetapi pada saat penyampaiannya mengalami kecemasan komunikasi, maka akan kehilangan kepercayaan diri dan kredibilitas sebagai pembicara, yang pada gilirannya nanti bisa kehilangan pengaruh dan pendengar sekaligus. 

Kendati efek virus kecemasan komunikasi itu mengerikan, tetapi tidak seganas virus AIDS. Virus kecemasan komunikasi memang tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa dijinakkan dan dikendalikan. Terakhir, penulis ingin mengutip pepatah Latin yang berbunyi “qui ascendit sine labore, descendit sine honore”, yang artinya kurang lebih “orang yang naik tanpa persiapan, maka akan turun tanpa kehormatan”. Pepatah ini bukan hanya sekedar kata mutiara semata, tetapi memiliki makna yang dalam. Dalam konteks komunikasi, maka untuk menjadi public speaking yang baik harus melalui dan didahului dengan persiapan yang matang sehingga akan turun dengan kehormatan/kebanggaan. 

IV. PENUTUP

Publik Speaking yang baik dapat dilakukan oleh semua orang, siapapun dengan syarat mau belajar dan mampu menghilangkan kecemasan dalam komunikasi. Namun tingkat kualitas publik speaking tidaklah semua baik karena ada faktor tertentu yang tidak sama pada semua orang, misalnya bakat.
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PERPUSTAKAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Supadi

Abstract
A study on the impact of information technology for purposes perputakaan show that compared with conventional libraries, libraries that use information technology gain 30% in terms of saving time, 30% -40% cost savings and the rest of the achievements of libraries in organizing their activities better. In the development potential of information technology, of course, will affect the library concept in the future. However any subsequent developments, information technology in libraries need to get a good appreciation, so the potential is given is not neglected, with the intention that the task of library professionals can dilkaukan optimally. Efforts to create an electronic or digital library that ideal is not an easy task, because the use of new technologies diperpustakaan not just replace books with computer. In addition, the cost was enormous. Then came a kind of prudence in the programs of electronic or digital library development, given the funds and resources already invested in non-digital resources are also already very large. If the digital library project to exceed the funds that had been spent on conventional libraries, the benefits of the digital library should be much higher than the conventional library. In fact, the benefits of conventional library can not be erased at all, no matter how advanced information technology is applied in a society. 
Keyword: Perpustakaan, tekonologi informasi
I. PENDAHULUAN







Wacana perpustakaan di abad elektronik telah berkumandang semakin nyaring sehubungan dengan serbuan teknologi informasi yang semakin gencar menembus demarkasi praktek kepustakawanan konvensional. Di Negara maju wacana ini telah muncul sejak dasawarsa 1960-an, bahkan sebelumnya oleh sejumlah perpustakaan di Amerika Utara dan Inggris. Library of Congress (LC) dan British National Bibliography (BNB), atau sekarang dikenal dengan National Bibliography Service di British Library telah bekerja sama dalam mengembangkan struktur cantuman Machine Readeble Catalog (MARC) yang digunakan untuk membuat bibliografi nasional di seluruh dunia. Di Indonesia munculnya wacana ini agak terlambat, namun kenyataannya hal tersebut sekarang tidak terelakkan lagi, salah satu penyebabnya adalah dengan telah semakin banyaknya perpustakaan di Indonesia menerapkan teknologi informasi dan tampil di jaringan internet, atau mengakses berbagai sumber informasi di jaringan global tersebut dalam rangka melayani kebutuhan informasi penggunaannya.
Teknologi informasi mulai berkembang di perpustakaan terjadi pada akhir 1980-an, terutama melalui proyek Unit Koordinasi Kegiatan Perpustakaan (UKKP) pada akhir tahun 1980 & 1990 di perpustakaan akademik. Namun secara umum teknologi informasi digunakan hanya sebagai sarana pendukung proses administrasi. Hingga era 2000-an, bersamaan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, banyak perpustakaan berbenah diri dan memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk mendukung penyelenggaraan perpustakaan, yang ditandai denngan dibukanya jaringan internet oleh berbagai perpustakaan. Diantara alasan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan adalah tugas-tugas yang diemban oleh perpustakaan dapat diselesaikan secara lebih akurat, cepat dan terkontrol. Seperti diketahui tugas-tugas diperpustakaan banyak yang bersifat kritikal dan rutin, sehingga mudah terjadi kesalahan yang disebabkan oleh manusia. Untuk perpustakaan yang mengadakan kerjasama, pemanfaatan teknologi informasi dapat menyediakan standar yang bisa dipakai bersama dan memungkinkan penyediaan akses online katalog.

II. PERMASALAHAN
Perkembangan teknologi informasi menuntut terjadinya perubahan pelayanan perpustakaan dari sistem konvensional atau manual ke penggunaan teknologi informasi. Hal-hal apa yang perlu mendapat perhatian dalam perubahan sistem pelayanan perpustakaan tersebut.
III. PEMBAHASAN
A. Teknologi Informasi
Istilah teknologi informasi sering dijumpai, baik dalam media grafik seperti surat kabar dan majalah, maupun media elektronik, seperti radio dan televisi. Istilah tersebut merupakan gabungan dua istilah dasar yaitu teknologi dan informasi. Teknologi dapat diartikan sebagai pelaksana ilmu, sinonim dengan ilmu terapan. Sedang pengertian informasi menurut Oxford English Dictionary, adalah “that of which one is apprised or told; intelegence, news”. Kamus lain menyatakan bahwa, informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui. Namun ada pula yang menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. Dengan demikian teknologi informasi dapat diartikan sebagai teknologi yang mengolah serta menyebarkan informasi. Dan teknologi informasi tergantung pada kombinasi komputasi dan teknologi komunikasi berbasis mikro elektronik.








Teknologi informasi bagi sebagian besar organisasi adalah perangkat atau alat yang dapatdigunakan untuk mendukung aktivitas organisasi, sehingga mrnjadi efisien dan efektif (Ribhan, 2001). Teknologi informasi dapat menciptakan efisiensi dan dapat memberikan kontribusi besar dalam upaya diferensiensi produk/jasa organisasi yang memungkinkan untuk dapat menghadapi tantangan perubahan (Hitt, Duabe & Hoskisson, 1999). Teknologi informasi memberi landasan berbagai kebutuhan agar organisasi melakukan perubahan secara kontinyu dan dapat bertahan dalam lingkungan yang dinamis dengan senantiasa mencitakan keunikan pada produk atau jasa yang dihasilkannya.








Hutchkitson (2000), memberikan batasan teknologi informasi sebagai teknologi pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran berbagai jenis informasi dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka teknologi informasi dapat dimengerti sebagai teknologi atau alat bantu yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang memiliki potensi untuk mempercepat, meringkas, menampilkan dan sebagainya, dalam proses kegiatan pengolahan dan penyebaran informasi.


Istilah teknologi informasi atau information technology yang popular saat ini adalah bagian dari mata rantai panjang dari perkembangan istilah dalam dunia sistem informasi (information system). Istilah teknologi informasi lebih merujuk kepada teknologi yang digunakan dalam menyampaikan maupun mengolah informasi, namun pada dasarnya masih merupakan bagian dari sebuah sistem informasi itu sendiri. Teknologi informasi memang lebih mudah dipahami secara umum sebagai pengolahan informasi yang berbasis pada teknologi yang saat  ini teknologinya terus berkembang sehubungan dengan perkembangan teknologi lain yang dapat dikoneksikan dengan komputer itu sendiri.

Ada banyak definisi dari teknologi informasi, berikut adalah salah satu definisi dari information technology yang diambil dari “information technology training package ICA 99” (Supriyanto 2005,5). The information technology industry is defined as development and application of computer, and communications based technologies for processing, presenting and managing data information. This includes computer hardware and component manufacturing. Computer software development and varios computer related services together with communications equipment, component manufacturing and service”.
Industri teknologi informasi didefinisikan sebagai pengembangan teknologi dan aplikasi dari komputer dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses, penyajian, pembuatan hardware komputer dan komponen komputer, pengembangan software komputer dan berbagai jasa yang berhubungan dengan komputer, bersama-sama dengan perlengkapan komunikasi, pembuatan komponen dan jasa.

Selain dampak positif dari kehadiran teknologi informasi pada berbagai kehidupan, pemakain teknologi informasi juga mengakibatkan atau menimbulkan dampak negative bagi pengguna atau pelaku bidang teknologi informasi itu sendiri, maupun bagi masyarakat luas yang secara tidak langsung. Potensi-potensi kerugian yang disebabkan pemanfaatan teknologi informasi kurang tepat menimbullkan dampak sebagai berikut:

a. Rasa ketakutan, karena takut merusak, kehilangan kendali, atau secara umum takut terhadap suatu yang baru.

b. Keterasingan, pengguna komputer cenderung mengisolasi diri.

c. Golongan miskin  informasi dan minoritas, adanya ketidakseimbangan dan jurang antara yang kaya dan miskin dengan mahalnya biaya pengaksesan informasi.

d. Pentingnya individu, organisasi besar menjadi makin inpersonal, sebab biaya untuk menangani kasus khusus atau perilaku satu persatu manjadi makin tinggi.

e. Tingkat kompleksitas secara kecepatan yang salahh tidak dapat ditangani. Sistem yang dikembangkan dengan birokrasi, komputer yang begitu kompleks dengan cepat berubah, sehingga sangat sulit bagi individu untuk mengikuti dan membuat pilihan.

f. Makin rennya organisasi, ketika suatu kesalahan terjadi, maka dapat terprovokasi secara cepat dan dapat menghentikan kerja banyak orang, misalnya pada sistem pengendalian inventori yang berbasiskan komputer.

g. Dilanggarnya privasi, ketersediaan sistem pengambilan data yang sangat canggih memungkinkan terjadinya pelanggaran privasi dengan mudah dan cepat.

h. Pengangguran dan pemindahan kerja, ketika suatu sistem otmasi diterapkan, produktifitas dan jumlah tempat pekerjaan secara keseluruhan meningkat, akan tetapi beberapa jenis pekerjaan menjadi makin kurang nilainya, atau bahkan dihilangkan.

i. Kurangnya tanggung jawab profesi, kompleksitas teknologi informasi juga memberikan kesempatan bagi seseorang melemparkan tanggung jawab pada bagian lain, atau pada komputer.

j. Kaburnya citra manusia. Banyak orang beranggapan bahwa mesin telah mengambil alih kemampuan manusia.

B. Penerapan Teknologi Informasi di Perpustakaan


Berkaitan dengan fungsi dan tugas perpustakaan, kehadiran teknologi informasi telah mempengaruhi perubahan konsep perpustakaan. Konsep tersebut menekankan pada fungsi perpustakaan sebagai pengelolah informaasi dalam proses transfer pengetahuan melalui proses pembangkitan (generating), pengumpulan (collecting), pengemasan (packaging) dan penyebaran (distribbbution) ilmu pengetahuan (Baks, 1998).

Dalam era elektronik muncul berbagai sebutan untuk perpustakaan yang menerapkan teknologi informas, istilah seperti perpustakaan maya, perpustakaan tanpa dinding, perpustakaan hibrida, perpustakaan digital, dan lain-lain selalu mewarnai kehidupan perpustakaan.
 Secara teoritis perpustakaan harus menggunakan teknologi informasi agar tidak ditinggalkan sebagian pengguna jasa tersebut. Pengalaman menunjjukkan bahwa kemampuan sebagian besar perpustakaan di Indonesia masih terbatas, sehingga harus ada strategi khusus.
Perkembangan teknologi informasi ternyata juga menjadi beban bagi kebanyakan perpustakaan, yang merasa hanya diberi kesempatan untuk melihat semua perkembangan yang canggih, namun belum dapat menerapkannya. Keadaan ini dapat berdampak negative terhadap praktek pengelolaan perpustakaan tersebut. Perpustakaan juga tersaing dengan perkembangan media elektronik, apalagi dengan budaya baca dan tulis masyarakat kita yang belum menggembirakan.

Secara umum perpustakaan memanfaatkan teknologi informasi untuk kebutuhan aktifitas kerja, seperti pengatalogan, pembbuatan bibliografi, dan berbagai layanan pada pemakai. Ada 3 kelompok kebutuhan  teknologi informasi dalam sistem perpustakaan, yaitu:

a. Kebutuhan otomasi, seperti OPAC, pengatalogan, akuisisi, transaksi, sirkulasi dan layanan referensi.

b. Telekomunikasi untuk jaringan kerja dan resources sharing.

c. Kebutuhan elektronik mail, elektronik bulletin boeards, dan elektronik conferencing, online searching, layanan CD-ROM dan memory telefacsmilie (fax).

Pemanfaatan  teknologi informasi  menjadi kewajiban   hamper dibanyak  perpustakaan, teknologi informasi membantu perpustakaan memperbaiki kualitas dan jenis layanan. Minimal saat ini sebuah perpustakaan harus mempunyai:

1. Jaringan local (Local Area Network) berbasis TCP/IP. Keuntungan TCP/IP adalah banyaknya aplikasi (misalnya: WWW) yang berjalan pada infra struktur tersebut. 

2. Akses ke internet. Minimal harus ada akses ke internet untuk pustakawan agar mudah mengakses informasi eksternal perpustakaan.

3. Komputer buat pustakawan dan pemakai perpustakaan. Harus ada komputer untuk server yang akan memberikan service kepada pemakai, komputer untuk pustakawan bekerja dan komputer untuk pemakai agar bisa menggunakan layanan perpustakaan.

Pemanfaatan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap peran dan fungsi perpustakaan. Menurut Brophy dalam Sulistyo – Basuki (2002), peran dan fungsi tersebut diantaranya dapat menyediakan berbagai jenis pengetahuan dan mekanisme penerimaan sumber yang memungkinkan pemakai mengidentifikasi sumber yang relevan dan lokasinya.
Revolusi teknologi informasi tidak hanya mengubah konsep pelayanan tetapi juga membuka dunia baru bagi perpustakaan. Perpustakaan yang biasanya merupakan arsip buku-buku dengan dibantu teknologi informasi dan internet dapat dengan mudah mengubah konsep perpustakaan yang pasif menjadi lebih agresif dalam berinteraksi dengan penggunaannya. Tampak pada gambar di samping adalah Home page dari The library of congress yang merupakan salah satu perustakaan tersebut dapat  yang terbesar yang ada didunia. Saat ini sebagian informasi yang ada di perpustakaan tersebut dapat dengan mudah diaksees melalui internet.

Keuntungan pemanfatan teknologi informasi dalam sistem perpustakaan diharapkan mampu memberikan cara yang lebih baik sebagaimana yang dibutuhkan dalam perpustakaan modern, menyangkut proses pengindeksan dokumen, proses komunikasi informasi, dan memuudahkan pemakai memperoleh data. Secara detail keuntungan tersebut antara lain:

a. Mengatur kerjaan informasi serta mengusahakannya agar informasi tersebut dapat ditemu balikkan.

b. Mengakses pangkalan data ekstern berisi informasi yang diterbitkan atau semi diterbitkan.

c. Mengurangi beban kerja yang meningkat karena bertambahnya jumlah dokumen yang diolah atau akses terhadap dokumen semakin meningkat.

d. Perlunya efisiensi yang lebih besar dan penghematan waktu dan tenaga, sehingga dapat mengefektifkan operasi kerja. 

e. Menciptakan jasa dan fungsi baru.

f. Terbentuknya jaringan kerja.

g. Kebutuhan pemakai secara umum dapat terpenuhi.

Selain itu, ada juga masalah yang bisa timbul akibat adanya teknologi informasi menurut Soelistyo – Basuku (1998) adalah:

a. Pengangguran.

b. Perlindungan data.

c. Transborder data flow Penyebaran data elektronik melewati batas suatu Negara.
d. Hak cipta.
e. Kontrol pengarsipan dan bibliografi.
f. Informasi apakah Cuma-Cuma atau membayar.
Sedangkan hambatan teknologi informasi di perpustakaan menurut Sitiarso adalah SDM yang menguasai teknologi informasi, manajemen pengelolaan informasi atau dokumentasi, pengetahuan dasar pengelolaan dokumen, pengembangan dan pengelolaan pangkalan data (data base management), layanan informasi digital, konsep jaringan manual dan komputer, manajemen pengelolaan dokumen atau informasi dalam suatu jaringan komputer, pembukuan format himpunan dokumen, metode penelusuran (Titik akses informasi), pembangunan tesaurus , pengaturan-pengaturan hak cipta (copy right law), strategi pemasaran informasi, seleksi informasi atau dokumen dan kemasan informasi. (Setiarso, 1997: 116)

Untuk itu diperlukan petugas atau staf perpustakaan yang mempunyai kemampuan untuk menggunakan berbagai perangkat teknologi informasi dalam membantu semua proses kerja. Beberapa skill yang diperlukan adalah:

a. Desain data base dan manajemen database.

b. Data warehorsing

c. Penerbitan elektronik

d. Perangkat keras

e. Arsitektur informasi

f. Sumber informasi elektronik

g. Integrasi informasi

h. Desain intranet atau exstranet

i. Aplikasi software

j. Pemrograman 

k. Work flow atau alur kerja

l. Pemrosesan teks

m. Metadata

n. Software untuk manajemen informasi atau information management
C. Perpustakaan Digital






Perkembangan dari penerapan teknologi informasi juga bisa kita lihat dari jenis perpustakaan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dan ukuran perkembangan Jenis perpustakaan banyak diukur dari penerapan teknologi informasi yang digunakan, namun bukan dari skala ukuran lain, seperti besar gedung yang digunakan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sekarang ini dikenal adanya perpustakaan digital atau digital library, yang memiliki keunggulan dalam kecepatan pengaksesan karena berorientasi ke data digital dan media jaringan komputer (internet).
Perpustakaan digital adalah sebuah sistem yang memilii berbagai layanan dan objek informasi yang mendukung akses objek tersebut melalui perangkat digital. Layanan ini diharapkan dapat mendukung pencarian informasi di dalam koleksi objek informasi. Seperti dokumen, gambar dan database dalam format digital denngan cepat, tepat dan akurat. Perpustakaan digital itu tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sumber-sumber lain dan pelayanan informasi terbbuka bagi pengguna di seluruh dunia.
Beberapa keunggulan perpustakaan digital diantaranya adalah Long distance service, Akses yang mudah, Murah (cost efective), Pemeliharaan koleksi secara digital, Jawaban yang tuntas, Jaringan global. Chapman dan Kenney (Nurulia, 2007), mengemukakan empat alasan keuntungan perpustakaan digital disbanding perpustakaan tradisional, yaitu:

1. Institusi dapat berbagi koleksi digital

2. Koleksi digital dapat mengurangi kebutuhan terhadap bahan cetak pada tingkat local

3. Penggunaannya akan meningkatkan akses elektronik,

4. Dan nilai jangka panjang koleksi digital akan mengurangi biaya berkaitan dengan pemeliharaan dan penyampaiannya.

Dalam usaha membangun koleksi digital, seringkali perpustakaan menghadapi berbagai permasalahan. Diantaranya adalah masalah yang berhubungan dengan kebijaksanaan, anggaran, sumberdaya manusia dan hubungan dengan piphak lain. Dan biasanya masalah anggaran menjadi bagian yang cukup krusial, l\karena memang tidak murah anggaran yang diperlukan untuk membangun perpustakaan digital.
Namun perpustakaan yang ingin membangun perpustakaan digital tentunya sudah mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat menghalangi proses pembangunan koleksi digital. Pada prinsipnya, pemgembangan koleksi digital dapat dilakukan secara bertahap dengan melakukan skala prioritas, sehingga sedikit demi sedikit perpustakaan akan mempunyao cukup banyak koleksi digital yang dapat menjadi modal bagi pengembangan ‘digital library’.
Sehingga diperlukan usaha untuk mencari sumber-sumber pembiayaan  sebuah kegiatan digitalisasi, diantaranya melalui beberapa upaya, yaitu:

a. Dibiayai sepenuhnya oleh lembaga induknya, misalnya oleh universitas yang bersangkutan

b. Dibiayai secara bersama-sama (cost sharing), dengan perpustakaan lain yang lokasinya berdekatan. Misalnya ada tiga atau lebih perpustakaan di dalam wilayah. Maka ketiga perpustakaan tersebut dapat membuat sebuah perjanjian kerjasama untuk melakukan investasi alat-alat dan sumberdaya manusian yang akan digunakan secara bersama-sama untuk kegiatan digitalisasi.

c. Kemitraan (sponsprship). Perpustakaan dapat mengajukan sebuah proposal kepada instansi atau lembaga swasta nasional maupun asing untuk memperoleh dana digitalisasi.
d. Pembiayaan melalui penjualan dokumen digital yang dimiliki oleh perpustakaan. Hal ini mungkin dilakukan bilamana masalah hak milik intelektual mempunyai landasan yang kuat, sehingga tidak melanggar copyright pemiliknya.
IV. PENUTUP







Suatu penelitian tentang dampak teknologi informasi untuk keperluan perpustakaan menunjukkan bahwa dibanding dengan perpustakaan konvensional, perpustakaan yang memanfaatkan teknologi informasi memperoleh keuntungan 30% dalam hal menghemat waktu, 30%-40% menghemat biaya dan selebihnya prestasi perpustakaan dalam melakukan aktivitasnya menjadi lebih baik.

Dalam perkembangannya potensi teknologi informasi ini tentu saja akan mempengaruhi konsep perpustakaan di masa yang akan datang. Namun demikian apapun perkembangan yang terjadi berikutnya, teknologi informasi di perpustakaan perlu mendapat apresiasi secara baik, sehingga potensi yang diberikan tidak terabaikan, dengan maksud agar tugas professional di bidang perpustakaan dapat dilakukan secara maksimal.
Usaha untuk mewujudkan perpustakaan elektronik atau digital yang ideal itu bukanlah pekerjaan yang mudah, karena pemanfaatan teknologi baru diperpustakaan bukanlah sekedar mengganti buku dengan komputer. Selain itu, biaya yang diperlukan pun sangat besar. Maka muncul semacam kehati-hatian dalam program-program pengembangan perpustakaan elektronik atau digital, mengingat dana dan sumber daya yang sudah diinvestasikan untuk sumberdaya non-digital juga sudah sangat besar. Kalau proyek perpustakaan digital sampai melebihi dana yang selama ini dihabiskan untuk perpustakaan konvensional, maka manfaat perpustakaan digital seharusnya jauh lebih tinggi dibandingkan perpustakaan konvensional. Pada kenyataannya, manfaat perpustakaan konvensional tidak dapat terhapus sama sekali, seberapa pun maju teknologi informasi yang diterapkan di sebuah masyarakat.
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA

Marsuq, S.Sos, M.Si

Abstract
This paper discusses the factors that affect performance. Performance problems are raised because it is a subject of discourse, and staple in the organization. Factors affecting the performance is an incentive, motivation, work discipline, leadership, education, training and work experience, communication and organizational climate. These factors are the dominant factors that affect performance and is a unity of interrelated
Keyword : Performance
I. PENDAHULUAN

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tangungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan sacara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Prawirosentono, 1999). Kinerja pegawai lebih mengarah pada tingkatan prestasi kerja pegawai. Kinerja pegawai merefleksikan bagaimana pegawai memenuhi keperluan pekerjaan dengan baik (Rue dan Byars, 1995). Mathis dan Jackson (2002), mendefinisikan  bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pegawai. Kinerja pegawai adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi
Agar kinerja pegawai bisa ditingkatkan, maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Rivai (2005:55) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain insentif, motivasi kerja, disiplin kerja, kepemimpinan, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, komunikasi, iklim organisasi, dan sebagainya. 
II. PERMASALAHAN

Tuntutan yang diharapkan kepada pegawai intinya adalah pencapaian kinerja yang diharapkan untuk mencapai tujuan organisasi, untuk itu segala perhatian terhadap pegawai terfokus pada bagaimana agar kinerja pegawai meningkat. Upaya yang harus dilakukan dalam memperbaiki kinerja pegawai dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja.

III. PEMBAHASAN

A. Pengaruh Insentif terhadap Kinerja

Dalam organisasi hendaklah seorang pemimpin menyadari kebutuhan pegawai yang bersangkutan, dimana organisasi memberikan imbalan atau jasa pegawai yang telah diberikan untuk kemajuan organisasi, imbalan tersebut merupakan rangsangan yang telah memberikan motivasi agar memiliki prestasi dan kinerja yang baik.

Harsono (1998:128) bahwa insentif adalah setiap sistem kompensasi dimana jumlah yang diberikan tergantung dari hasil yang dicapai yang berarti menawarkan suatu insentif kepada pekerja untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sarwoto (1997:144) Insentif sebagai sarana motivasi dapat diberikan batasan perangsang ataupun pendorong yang diberikan dengan sengaja kepada pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang lebih besar untuk berprestasi bagi organisasi. Heiddjrachman Saud Husnan (1993:161) Insentif merupakan suatu usaha untuk memberikan tambahan di luar upah biasa untuk mendorong pegawai agar bekerja lebih giat lagi dan bersemangat guna meningkatkan kinerja mereka. Jadi, pada dasarnya insentif merupakan suatu bentuk kompensasi yang diberikan kepada Pegawai yang jumlahnya tergantung dari hasil yang dicapai baik berupa finansial maupun non finasial. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pegawai bekerja lebih giat dan lebih baik sehingga prestasi dapat meningkat yang pada akhirnya tujuan organisasi dapat tercapai.

B. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja

Setiap kegiatan yang dilakukan manusia, dilandasi oleh sebuah motivasi tertentu. Motivasi ini menggerakkan manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Jika motivasi ini tinggi, maka energi yang dihasilkannya tinggi. Sebaliknya jika motivasinya rendah, maka energi yang dihasilkannya rendah pula.

Sumber motivasi seseorang berbeda-beda, karena tidak ada manusia yang sama satu sama lain. Akan tetapi yang terpenting adalah bahwa dengan motivasi yang dimilikinya itu, orang tersebut akan lebih mempunyai ketahanan dan kekuatan untuk mencapai apa yang diinginkannya. Bagi seorang Pegawai yang bekerja di dalam organisasi, motivasinya untuk mencapai tujuan organisasi akan membuatnya bersemangat untuk melaksanakan pekerjaannya. Jika Pegawai bersemangat dalam bekerja, maka kinerjanya akan meningkat. Selain itu akan terbentuk komitmen pegawai untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan hingga tercapai. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa motivasi yang dimiliki Pegawai mempunyai pengaruh positif terhadap kinerjanya (Stonner, 1996: 145).

C. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja

Soejono (1997:67). Bentuk displin ditunjukkan dengan a) Ketepatan waktu, yaitu Para pegawai datang ke kantor tepat waktu, tertib dan teratur, dengan begitu dapat dikatakan disiplin kerja baik, b) Menggunakan peralatan kantor dengan baik, yaitu Sikap hati- hati dalam menggunakan peralatan kantor, dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki disiplin kerja yang baik, sehinga peralatan kantor dapat terhindar dari kerusakan, c) Tanggungjawab yang tinggi, yaitu Pegawai yang senantiasa menyelesaikan tugas yang di bebankan kepadanya sesuai dengan prosedur dan bertanggungjawab atas hasil kerja, dapat pula dikatakan memiliki disiplin kerja yang baik, d) Ketaatan terhadap aturan kantor, yaitu Pegawai memakai seragam kantor, menggunakan kartu tanda pengenal/identitas, membuat ijin bila tidak masuk kantor, juga merupakan cerminan dari disiplin yang tinggi. 
D. Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja

Setiap organisasi tediri dari banyak orang yang mempunyai beraneka ragam watak dan sifat yang belum tentu sejalan dengan tujuan organisasi. Padahal tujuan organisasi tidak akan tercapai tanpa adanya kesamaan visi, misi dan pandangan serta kerjasama semua Pegawai yang berada dalam organisasi. Pada saat inilah dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin dibutuhkan untuk mengarahkan Pegawai agar sejalan dengan tujuan organisasi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Stogdill (Stonner et. al, 1996: 161) yang menyatakan “Kepemimpinan adalah suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok”. Dari pendapat Stogdill dapat ditarik suatu pendapat bahwa kepemimpinan itu merupakan upaya dalam mempengaruhi dan mengarahkan suatu kelompok. Sedangkan menurut Ermaya (1999:11) Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa kepemimpinan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui kegiatan mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain. Jika dikaitkan dengan kinerja, maka ketika pimpinan menetapkan tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan kinerja, maka pimpinan akan menggunakan kepemimpinannya untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku bawahannya agar mengarah pada peningkatan kinerja. Sebagai hasilnya, melalui kepemimpinan, organisasi akan berhasil mencapai tingkat kinerja yang diharapkan.

E. Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Kerja

Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja menggambarkan kemampuan dan penguasaan pegawai terhadap bidang tugas yang dilakukan. Fortunato dan Waddell (1981;106) mengatakan bahwa pendidikan dan pengalaman kerja merupakan langkah awal untuk melihat kemampuan seseorang. Mereka yang mempunyai pendidikan tinggi akan mempunyai kemampuan pengetahuan dan sikap yang baik. Oleh sebab itu Nadler (1990; 120) mengatakan bahwa pendidikan adalah proses pembelajaran yang mempersiapkan individu untuk pekerjaan yang berbeda di masa yang akan datang. pendidikan dan latihan pegawai akan memberi tambahan kemampuan bagi pegawai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian pula sebaliknya apabila pegawai tidak dibekali dengan pengetahuan, keterampilan dan pendidikan maka akan mempengaruhi kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melayani keperluan masyarakat luas.
Handoko (2004) menyebut ada dua tujuan utama program pelatihan, yaitu 1) menutup gap (kesenjangan) antara kecakapan atau kemampuan pegawai dengan permintaan jabatan, 2) program diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja pegawai untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan  Pelatihan Jabatan  Pegawai Negeri Sipil bertujuan : a) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan  tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian  dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi, b) Menciptakan aparatur  yang mampu berperan  sebagai pembaharu  dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, c) Memantapkan sikap dan semangat  pengabdian yang beriorentasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat, dan d) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir  dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya  pemerintahan yang baik (Good  governance).
F. Pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja

Komunikasi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Melalui komunikasi seseorang menyampaikan gagasannya kepada orang lain, dan melalui komunikasi pula oirang tersebut memberikan respon atas gagasan yang diceritakan kepadanya. Hal yang sama berlaku dalam dunia kerja. Seorang Pegawai senantiasa tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan melakukan komunikasi dengan sesama Pegawai, dengan atasan dan juga dengan bawahannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Effendy (2002: 3) yang menyatakan secara terminologis komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain.

Komunikasi yang dilakukan, bertujuan untuk memberi tahu (informative) dan mengubah sikap (persuasive). Komunikasi yang bersifat informatif bertujuan menyampaikan pesan atau pendapat, sedangkan komunikasi persuasif bertujuan mengubah sikap (attitude), pendapat (opinion), atau perilaku (behavior) (Effendy, 2002: 4). Komunikasi persuasif lebih sulit daripada komunikasi informatif, karena memang tidak mudah untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang atau sejumlah orang. 

Dalam rangka mencapai tingkat kinerja yang diinginkan, seorang pimpinan melakukan komunikasi mengenai target-target kerja yang ingin dicapai. Ketika Pegawai mengalami kesulitan dan membutuhkan petunjuk dari atasan, Pegawai juga melakukan komunikasi dengan atasannya. Semua komunikasi dalam pelaksanaan kerja ini ditujukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. 

Penelitian Fred T. Allen (Pace & Faules, 2005: 4) mengungkapkan bahwa Pegawai yang memiliki informasi yang lebih baik akan menjadi Pegawai yang baik pula. Berdasarkan pendapat Fred T. Allen ini dapat diketahui bahwa komunikasi yang baik akan membuat Pegawai menjadi Pegawai yang baik pula, artinya bahwa Pegawai ini dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dengan kata lain, bahwa Pegawai akan mempunyai kinerja yang baik. Berdasarkan urutan logis tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari faktor komunikasi terhadap kinerja pegawai.

G. Pengaruh Iklim Organisasi terhadap Kinerja

Housser dan Wisler (Steers, 1980: 136) memberikan definisi iklim organisasi sebagai “ … suasana kerja yang diciptakan oleh hubungan antar pribadi yang berlaku dalam  organisasi. Menurut Lane (1995: 90) Iklim organisasi dapat memberikan suatu dinamika kehidupan di dalam organisasi dan sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusianya. 

Berdasarkan pendapat Lane di atas dapat diketahui bahwa iklim organisasi memberikan pengaruh terhadap sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Bila iklim yang tercipta buruk, maka akan berpengaruh buruh terhadap sumber daya manusia. Jika iklim organisasi yang tercipta baik, maka akan memberikan pengaruh baik pula kepada sumber daya manusia organisasi. 

Dalam kaitan dengan kinerja, iklim organisasi yang dapat meningkatkan kinerja Pegawai adalah iklim organisasi yang baik. Jika iklim organisasinya buruk, maka dapat menurunkan kinerja Pegawai. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa iklim organisasi yang baik mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja Pegawai (Lane, 1995: 91).
IV. PENUTUP

Ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, namun secara umum ketujuh faktor tersebut merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kinerja. Selain itu ketujuh faktor tersebut saling terkait dan merupakan suatu kesatuan. Artinya salah satu faktor tidak jalan maka faktor yang lain kemungkinan tidak akan berjalan efektif dalam mempengaruhi kinerja pegawai. Walaupun demikian, sebagai suatu upaya perbaikan kinerja dapat saja faktor-faktor tersebut diupayakan secara parsial atau secara bertahap sampai semua faktor terpenuhi dengan baik, sehingga pencapaian kinerja organisasi terpenuhi secara optimal.
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